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RINGKASAN PENELITIAN

IMPLEMENTAST BML, AMDAL DAN PERIZINAN LINGKUNGAN
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
DI PT SEMEN GRESIK PABRIK TUBAN
(Suparto Wijoyo dan Siti Sundari Rangkuti
Tahun 2000, 89 Halaman)

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara kritikal
implementasi BML, AMDAL dan perizinan lingkungan dalam rangka
pengendalian pencemaran udara di PT Semen Gresik Pabrik Tuban
dengan pendekatan "statute and conceptual approach"”. Melalui
pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, nis-
caya dalam penelitian ini dilakukan penelaahan terhadap kese-
lurvhan penerapan pengaturan hukum tentang instrumen yuridis
BML, AMDAL dan perizinan lingkungan sebagai sarana pengendali-
an pencemaran udara di PT Semen Gresik Pabrik Tuban.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang
memiliki manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis pene-
litian berkaitan dengan pengembangan kapasitas hukum lingkung-
an dengan melakukan pemerian mengenai implementasi BML, AMDAL
dan perizinan lingkungan untuk direfleksi dan diargumentasi
herdasarkan konsep dasar hukum lingkungan. Manfaat praktis
penelitian berkenaan dengan hasil penelitian yang dapat digu-
nakan sebagai bahan referensial pengendalian pencemaran udara
dari sumber tidak bergerak (industri semen: PT Semen Gresik
Pabrik Tuban).

Penelitian tentang implementasi BML, AMDAL dan perizinan
lingkungan sebagai upaya pengendalian pencemaran udara di PT
Semen Gresik Pabrik Tuban mempunyai relevansi dan mendapat
aktualitas dengan adanya dugaan pencemaran udara yang dilaku-
kan oleh PT Semen Gresik Pabrik Tuban seperti yang telah
dipublikasi berbagai media massa cetak maupun investigasi
organisasi lingkungan.
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Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan mengkaji tingkat implementasi BML (baku mutu udara ambien
dan baku mutu emisi), AMDAL dan perizinan 1lingkungan dalam
konteks pengendalian pencemaran udara di PT Semen Gresik
Pabrik Tuban.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, penerapan BML,
AMDAL dan perizinan lingkungan sebagai instrumen pengendalian
pencemaran udara di PT Semen Gresik Pabrik Tuban tampak pro-
blematis dan kurang efektif, karena lemahnya pengaturan hukum
dan belum adanya kesamaan persepsi mengenai hubungan sistema-
tis antara BML, AMDAL dan perizinan lingkungan.

Upaya dan langkah-langkah teknis pengendalian pencemaran
udara yang dilakukan PT Semen Gresik Pabrik Tuban tidak dapat
berdayaguna =z2lama tidak ditopang oleh pengaturan hukum yang
implementables. Banyask dan kompleksnya Jjenis perizinan 1ling-
kungan berdasarkan UUPLH (UU No. 23 Tahun 1997) dan PP Pengen-
dalian Pencemaran Udara (PP No. 41 Tahun 1999) merupakan
hambatan utama pelaksanaan pengendalian pencemaran udara di
Indonesia, termasuk di PT Semen Gresik Pabrik Tuban.

Untuk itulah, penelitian ini merekomendasikan adanya:
Tindak lanjut atas hasil pemantauvan kualitas udara yang dila-
kukan di PT Semen Gresik Pabrik Tuban oleh instansi yang
berwenang menerbitkan perizinan guna mengetahui tingkat keta-
atan PT Semen Gresik Pabrik Tuban terhadap persyaratan peri-
zinan (BML dan AMDAL). Perlu merevisi ketentuan prosedural
AMDAL yang diatur dalam PP AMDAL 1999 (PP No. 27 Tahun 1999).
Segera melakukan wupaya pengintegrasian keragaman perizinan
lingkungan dalam satu jenis izin lingkungan yang dinamakan
sistem perizinan lingkungan terpadu ("integrated environmental
licensing syatem”.) Dengan sistem perizinan lingkungan terpa-
du, instrumen hukum pengendalian pencemaran udara di PT Semen
Gresik Pabrik Tuban diharapkan dapat diimplementasikan secara
efektif sebagaimana yang telah terbukti di negara-negara maju.

(L.P. PPLH Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Sumber
Biaya DIK RUTIN UNAIR Tahun Anggaran 2000, SK Rektor Nomor:
4935/J03/PG/2000, Tanggal 13 Juni 2000).
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KATA PENGANTAR

Pengendalian pencemaran udara (khususnya yang berasal
dari sumber tidak bergerak - industri) perlu mendapatkan
perhatian serius dari kalangan ilmuwan secara umum (ekologis)
maupun akademisi hukum, terutama hukum lingkungan (“environ-
mental lawyer”). Pemberian perhatian yang diwujudkan dalam
suatu bentuk penelitian ilmiah dengan melakukan penelaahan
mendalam mengenai implementa=zi BML (udara), AMDAL dan perizin-
an lingkungan sebagai instrumen pengendalian pencemaran udara
diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis
bagi upaya pengendalian pencemaran udara di PT Semen Gresik
Pabrik Tuban.

Peneliti menyadari bahwa permasalahan dan hasil peneli-
tian yang diketengahkan dapat mengundang tanggapan dan kritik
dari berbagai pihak. Tentu saja berbagai tanggapan dan kritik
tersebut akan diterima dengan lapang dada demi penyempurnaan
penelitian ini, apalagi yang berpangkal tolak dari kerangka
pikir ilmiah.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan penghargaan
vang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ‘telah menyum-
bangkan tenaga, pikiran serta dukungan untdk pelaksanaan
penelitian ini. Terima kasih yang setulus-tulusnya disampaikan
kepada Rektor Universitas Airlangga dan Ketua Lembaga Peneli-
tian Universitas Airlangga atas bantuan dana yang diberikan
berupa pembiayaan penelitian.

Semoga hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah
pengembangan kapasitas hukum, khususnya hukum lingkungan serta

bermanfaat bagi upaya pengendalian pencemaran udara. Amin.

Surabaya, 1 Desember 2000 Peneliti
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BADB I
PENDAHULUAN

1. Latarbelakang Masalah

Keberadaan PT Semen Gresik (Persero) Tbk Pabrik Tuban di
Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur
merupakan kebutuhan industrial pelaksanaan pembangunan yang
memiliki nilai ekonomis tinggi. Namun, aktivitas PT Semen
Gresik Pabrik Tuban disinyalir menimbulkan efek negatif vyang
membahayakan secara ekologis. Keluhan warga masyarakat (Keca-
matan: Jenu, Merakurak dan Kerek) atas terjadinya pencemaran
udara di sekitar lokasi PT Semen Gresik Pabrik Tuban telah
pula terpublikasi melalui media massa cetak lokal (Suara
Indonesia, 10 November 1999) maupun nasional (Ozon, April
2000). Pencemaran udara tersebut diprediksikan berasal dari
parameter debu akibat kegiatan produksi PT Semen Gresik Pabrik
Tuban.

Terjadinya pencemaran udara yang berasal dari bahan
pencemar partikel debu yang bersumber pada PT Semen Gresik
Pabrik Tuban tampaknya memiliki relevansi. PT Semen Gresik
(Persero) dalam brosur Pengelolaan Lingkungan pun mengetengah-
kan (1997): Industri semen adalah industri yang menggunakan
bahan (sumberdaya alam) yang tidak dapat diperbarui dan cende-

rung menghasilkan limbah padat berupa debu.



Temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa
Timur sebagaimana telah disampaikan oleh Direktur Eksekutifnya
kepada Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Lembaga
Penelitian Universitas Airlangga, tertanggal 8 Februari 2000,
Juga mengungkapkan bahwa: Debu yang berwarna putih kekuning-
kuningan seringkali menutupi udara di beberapa desa sekitar PT
Semen Gresik Pabrik Tuban, sehingga menghalangi pandangan,
menutupi daun-daunan dan batang tanaman, serta melapisi atap
dan lantai rumah penduduk.

Konsekuensi yang menggedala adalah: pencemaran udara
termaksud tengah menyebabkan kondisi kehidupan warga di seki-
tar 1lokasi PT Semen Gresik Pabrik Tuban menjadi tidak sehat
dengan munculnya berbagai jenis penyakit (baru) pada tanaman
dan pernafasan manusia (Suara Indonesia, 10 November 1999).
Sejak PT Semen Gresik Pabrik Tuban beroperasi diinventarisasi
telah menimbulkan beberapa ragam penyakit, antara lain: infek-
si saluran pernafasan atas (ISPA), nyeri otot, penyakit kulit,
kurang darah, diare (desentry) dan batu ginjal (Ozon, April
2000).

Deskripsi pencemaran udara di PT Semen Gresik Pabrik
Tuban tersebut seyogianya menyadarkan kebutuhan untuk melaku-
kan upaya pengendalian pencemaran udara yang diduga dilakukan
oleh PT Semen Gresik Pabrik Tuban. Apalagi seja¥ tanggal 29
Juni 1992 telah dicanangkan Program Langit Biru (Prolabi) atau
Program Udara Bersih (Prodasi) tingkat nasional yang kemudian
dituangkan dalam Aeputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

(MENLH) Nomor: KEP-15/MENLH/1996 tentang Program Langit Biru.
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Menurut Keputusan ini: Program Langit Biru adalah suatu pro-

gram pengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber ber-

gerak dan sumber tidak bergerak (Pasal 1 angka 1). Program

Langit Biru bertujuan untuk (Pasal 3):

a. Terciptanya mekanisme kerja dalam pengendalian pencemaran
udara yang berdaya guna dan berhasil guna.

b. Terkendalinya pencemaran udara.

c. Tercapainya kualitas udara ambien yang diperlukan’ untuk
kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

d. Terwujudnya perilaku manusia sadar lingkungan.

Dalam perspektif Hukum Lingkungan, pengendalian pence-
maran udara di PT Semen Gresik Pabrik Tuban dapat dilakukan
dengan mengimplementasikan Baku Mutu Lingkungan (BML), Anali-
sis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Perizinan Ling-
kungan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang integral seba-
gai instrumen hukum lingkungan. Instrumen utama Hukum Ling-
kungan yang berfungsi dan dapat didayagunakan untuk me-
ngendalikan pencemaran udara adalah "izin lingkungan" yang
mempunyai hubungan erat dengan BML (baku mutu udara ambien dan

baku mutu emisi) maupun AMDAL.

2. Rumusan Masalah

Bertumpu pada uraian latar belakang yang diketengahkan,
permasalahan yang perlu dikaji dapat dirumuskan sebagai beri-
kut: Bagaimanakah implementasi BML, AMDAL dan beizinan Ling-
kungan dalam rangka pengendalian pencemaran udara di PT Semen

Gresik Pabrik Tuban?
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BAB X
TINJAUAN PUSTAKA

1. Pencemaran Udara

Tidak terdapat definisi tunggal mengenai pencemaran
udara (C.C. Lee, 1997). Ensiklopedia Internasional mendefinis-
ikan secara singkat arti pencemaran udara: "Extraneous gases
and small suspended particles in the earth’s atmosphere"
(1982). Batasan sejenis diberikan pula oleh Soedirman pada
tulisannya berjudul Kriteria Pencemaran Udara dan Air yang
dipublikasikan di Journal of Public Health: Pencemaran udara
diartikan sebagai adanya bahan atau zat-zat asing di wudara
dalam jumlah yang dapat menyebabkan perubahan komposisi atmos-
fir normal (A.L.S. Ryadi, 1982).

Secara yuridis, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkun-
gan Hidup (UUPLH), dapat dirumuskan pengertian pencemaran
udara: Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam
udara oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun ke
tingkat tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi
sesuai dengan peruntukkannya.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999
tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP PPU) mengartikan:

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, ener-



gi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan
manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat
tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi
fungsinya.

Mengikuti ketentuan Pasal 1 angka 12 UUPLH dan Pasal 1
angka 1 PP No. 41 Tahun 1999, elemen-elemen pencemaran udara
meliputi:

a. masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen
lain ke dalam udara ambien;

b. oleh kegiatan manusia;

c. mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu; dan

d. udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Dewasa ini, tingkat pencemaran udara termaksud telah
menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia (M. Neiburger, 1995)
dan merupakan indikasi paling jelas dari krisis ekologis (D.C..
Korten, 1993-1997) vang merepresentasikan munculnya problema
lingkungan mulai pada level lokal (i.c. di lokasi PT Semen;
Gresik Pabrik Tuban) sampai berdimensi global (G. Hagevik,
1981, L.R. Brown, 1994, F.K.Boon, 1997).

Pencemaran udara dengan segala konsekuensinya sudah
selayaknya menarik perhatian dan keprihatinan bersama (H.
Cleverland, 1995) serta menjadi agenda semua bangsa dalam
konteks perubahan lingkungan (IUCN, 1993). Dalam tataran hukum
lingkungan, pengendalian pencemaran udara di PT Semen Gresik
Pabrik Tuban dapat dilakukan dengan mengimplementasikan BML,
AMDAL dan Perizinan Lingkungan sebagal instrumen hukum 1ling-
kﬂngan (S.S. Rangkuti, 1896-2000).
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2. Baku Mutu Lingkungan (Baku Mutu Udara)

Baku mutu lingkungan (BML) diatur dalam Pasal 14 UUPLH
dan harus dituangkan dalam perangkat hukum yang berderajat
Peraturan Pemerintah (PP). Pengaturan baku mutu lingkungan
berbagai jenis sumber daya (misalnya udara) tidak perlu sama,
bahkan dapat berbeda-beda untuk setiap media lingkungan,
wilayah atau waktu (S.S. Rangkuti, 1999). Hal ini terutama
mengingat perbedaan tata gunanya dan kemungkinan perubahan
keadaan lingkungan setempat serta perkembangan teknologi. G.A;
Biezeveld (1995) mengemukakan: Because of this we think it
will be necessary to make the desired quality - level clear by
quantifying the concentrations of specific substances, inten-
sities of noise etc., which considered to be desirable from
environmental viepoint.

Mengatur baku mutu udara dalam PP seperti yang dikehen-
daki Pasal 14 UUPLH justru mempersulit perubahan baku mutu
udara dan akhirnya baku butu udara bersifat kaku dan sulit
ditinjau atau dikoreksi kembali (direvisi) (S.S. Rangkuti,
1999:. C.C. Lee (1997) mendefinisikan: "Air guality standards:
The level of pollutants prescribed by regulations that may not
be exceeded during a given time in a defined area"”. Vaun A.

Newill (1997) telah mengemukakan batasan yang komprehensif:

Air quality standards are legal limits placed on levels
of air pollutants in the ambient (outdoor) air during a
given period of time. As such, they characterize the
allowable level of a pollutant or a class of pollutants
in the atmosphere and thus define the amount of exposure
permitted to the population and/or to ecological sys-
tems. Alr qualitg standards are expressions of public
policy and thereby regquirements for action. Thus, they
are. not based solely on air gquality criteria but are
also based on a broad range of economic, social, techni-
cal, and political considerations.
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Mengikuti ketentuan Pasal 1 angka 11 UUPLH: Baku mutu
udara adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, =zat,
energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya
tertentu sebagai unsur udara.

Baku mutu udara dapat dibagi dalam baku mutu yang ditu-
Jukan pada sumbernya dan baku mutu yang ditujukan pada akibat-
nya. Baku mutu udara yang ditujukan pada akibatnya lazim
dikenal dengan sebutan "baku mutu udara ambien'. Baku mutu
udara yang ditujukan pada sumbernya kerapkali dinamakan ‘“baku
mutu emisi'" yang berlaku bagi emisi yang berasal dari sumber
bergerak maupun sumber tidak bergerak (Th.G. Drupsteen dan L.
Woltgens, 1996)

PP No. 41 Tahun 1999 menggunakan dua terminologi vyang
berbeda mengenai baku mutu emisi sesuai dengan sumber pence-
marannya. Bagi emisi sumber bergerak yang berasal dari kenda-
raan bermotor digunakan istilah “ambang batas emisi gas buang
kendaraan bermotor”, dan untuk emisi dari sumber tidak berge-
rak dinamakan “baku mutu emisi sumber tidak bergerak". PP No.
41 Tahun 1999 mengartikan: Baku mutu emisi sumber tidak ber-
gerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksi-
mum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara
ambien (Pasal 1 angka 18).

Baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi merupakan
ketentuan hukum yang bersifat umum dengan kekuatan mengikat
tertentu. Baku mutu udara (ambien dan emisi) menunjukkan pula

tingkatan yang wajib dipatuhi serta ditaati dalam upaya pengen-



dalian pencemaran udara (Th.G. Drupsteen dan L. Woltgens,
19986).

Secara yuridis, baku mutu udara (ambien dan emisi)
berfungsi untuk menentukan ada atau tidak adanya pencemaran
udara dengan mengacu kepada pengertian pencemaran udara yang
dirumuskan dalam ketentuan hukum (UUPLH maupun PP No. 41 Tahun
1999). Pengalaman Indonesia mengenai pengaturan baku mutu
udara (ambien dan emisi) masih sangat terbaéas. Peraturan
rerundang-undangan yang mengatur baku mutu udara ada yang
ditetapkan sebelum berlakunya UUPLH. Ketentuan baku mutu udara

yang dibuat setelah diundangkannya UUPLH tertuang dalam PP No.

41 Tahun 1999.

3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

AMDAL vyang dalam kepustakaan berbahasa Inggris dikenal
dengan sebutan “environmental impact assessment'” (EIA) merupa-
kan studi saintifik yang mengidentifikasi, memprediksi, meng-
interpretasi dan mengkomunikasikan berbagai pengaruh suatu
kegiatan terhadap lingkungan (sumber daya: manusia, tanaman,
hewan, air, udara, tanah, dan lain sebagainya) (M.D. Silalahi,
1995). Melalui AMDAL, proliferasi dampak 1lingkungan (i.c.
pencemaran udara) akan dieksplanasi dan diantisipasi secara
Jelas (C. Wood, 1996).

Betapa pentingnya keberadaan AMDAL sebagai sarana pence-
gahan pencemaran lingkungan (udara) telah disepakati oleh
negara-negara maJju yang tergabung dalam World Commission on

Environment and Development (WCED) (1997).
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AMDAI, diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang perizinan lingkungan rencana kegiatan yang mempunyai
dampak penting. Mengikuti ketentuan Pasal 1 angka 21 UUPLH,
AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ten-
tang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Secara teoritik, AMDAL adalah bagian dari prosedur
perizinan lingkungan yang bertujuan untuk mencegah (preventif)
pencemaran lingkungan (udara) melalui mekanisme administratif.
Kee=luruhan =lementasi dokumen AMDAL (KA, ANDAL, RKL dan RPL)
memiat telaahan konseptual praksis "action plan’ dan programa-
tik pengelolaan lingkungan (pengendalian pencemaran udara)
vang akan ditempuh pemrakarsa beralaskan pada keputusan serta
retunjuk instansi yang bertanggungjawab (G. Wandesforde,
1980).

Sebagai salah satu instrumen penting hukum 1lingkungan,
AMDAL pada hakekatnya merupakan upaya prosedural guna melaku-
kan pencegahan pencemaran lingkungan (udara) yang térinterna—
lisir dalam tata laksana perizinan lingkungan (S.S. Rangkuti,
2000). AMDAL bukanlah komponen yang berdiri sendiri.

UUPLH yang berposisi menjadi dasar hukum utama pengelo-
laan lingkungan di Indonesia telah pula memformulasikan AMDAL
dalam Pasal 15. Bertumpu pada Pasal 15 UUPLH, AMDAL haﬁya '
diamanatkan bagi usaha/kegiatan berdampak besar dan penting
vyang tata cara penyusunan dan penilalannya ditetapkan dengan
PP. PP yang dimaksud Pasal 15 UUPLH adalah Peraturan Pemerin-

tah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak



Lingkungan Hidup (PP AMDAL 1999) yang mengubah ketentuan Pera-
turan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (PP AMDAL 1983).

PP AMDAL 1999 tidak hanya penting bagi pemrakarsa renca-
na kegiatan (‘"proponent’), tetapi merupakan pula ujian dan
tantangan berat terhadap kemampuan dan kecermatan organ dan
personal pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di Daerah.
PP AMDAIL 1999 menggariskan bahwa AMDAL merupakan bagian utama

dari prosedur perizinan di bidang lingkungan (Pasal 7).

4. Perizinan Lingkungan

Perizinan lingkungan adalah sarana yuridis administratif
untuk mencegah dan menanggulangi (pengendalian) pencemaran
lingkungan (udara). Jenis dan prosedur perizinan lingkungan
ini masih beraneka ragam, rumit dan sukar ditelusuri, sehingga
seringkali merupakan hambatan bagi kegiatan Qunia industri
(sumber tidak bergerak). Banyaknya Jjenis perizinan lingkungan
memunculkan sindiram lugas dari H. Waller dan J.H. Waller-
Hunter yang menamakan Indonesia sebagai ‘“een vergunningenland"
(negara perizinan) (S.S. Rangkuti, 2000).

Perizinan (lingkungan) adalah contoh yang representatif
tentang kebersamaan fungsi instrumental dan fungsi normatif
hukum lingkungan. Segi instrumental dari perizinan lingkungan
antara lain terdiri atas kebijaksanaan lingkungan yang dilak-
sanakan dengan peranserta masyarakat. Perizinan lingkungan
adalah alat untuk menstimulasi perilaku yang kondusif bagi
lingkungan (udara) atau untuk mencegah perilaku yang tidak

dikehendaki. Aspek normatif perizinan lingkungan terlihat pada
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formulasgi hukum yang menentukan peraturan mana Yyang dapat
diterapkan untuk dirangkum dalam perizinan lingkungan. Kaidah-
kaidah hukum 1lingkungan kohesif memperoleh isi yang tepat,
karena pemberian izin lingkungan dikaitkan dengan peraturan
dan persyaratan perizinan lingkungan (Th.G. Drupsteen dan L.
Woltgens, 1996).

Jenis perizinan yang umumnya mengenai kegiatan yang
mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dikenal dengan
istilah izin lingkungan ( "environmental license' atau 'milisu-
vergunning") (S.S. Rangkuti, 1999). Rumusan Pasal 18 ayat (2)
UUPLH menyatakan: “Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku". Dengan ketentuan ini UUPLH tidak mengalami kemajuan
dari segi instrumen hukum lingkungan sebagai sarana pencegahan
penicemaran (udara). Begitu banyak jenis izin di/ bidang ling-
kungan yang sudah diinventarisasikan: Izin HO, Izin Usaha
Industri dan Izin Pembuangan Limbah ke media lingkungan, dll
(S.S. Rangkuti, 1996-2000).

Dengan diversitas perizinan lingkungan yang ada, tampak-
nya perizinan lingkungan tidak dapat didayagunakan secara
maksimal sebagai instrumen pengendalian pencemaran udara.
Panjang dan beragamnya mata rantai birokrasi perizinan 1ling-
kungan sangat tidak tepat dan secara ekonomik pun merupakan
pemborosan (biaya). Di sinilah letak arti penting untuk mela-
kukan upaya mengintegrasikan perizinan lingkungan dalam. satu
Jenis: izin lingkungan terpadu ("integrale milieuvergunning’)

(S.5. Rangkuti & S. Wijoyo, 1997-1999).
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Dari keseluruhan pengkajian konseptual di atas dapat
dimengerti dan dipahami bahwa melalui implementasi BML (baku
mutu udara ambien dan baku mutu emisi), AMDAL serta Perizinan
lingkungan: ‘W= shall examine some methods of control for
varicus air pollutants ... and ... to analyze completely a
specific air pollution problem'" (H.M. Dix, 1981, G.H. Addink,
1999).

Dengan demikian, pengendalian pencemaran udara mutlak
dipahami sebagai wupaya esensial dan mendasar bagi semua
"stakeholders" pengelolaan lingkungan. Pengendalian pencemaran
udara dengan mengimplementasikan instrumen hukum lingkungan
berupa BML, AMDAL dan Perizinan Lingkungan adalah langkah
yuridis untuk menjamin keberlanjutan kualitas udara bersih di
sekitar lokasi industri PT Semen Gresik Pabrik Tuban. Pengen-
dalian pencemaran udara termaksud memang dapat dilakukan
melalui penerapan PML, AMDAL dan perizinan lingkungan sebagai
bagian integral instrumen hukum lingkungan.

Oleh karena itulah, suatu penelitian vyang mempermasalah-
kan tentang implementasi BML, AMDAL dan perizinan lingkungan
dalam rangka pengendalian pencemaran udara di PT Semen Gresik
Pabrik Tuban merupakan penelitian vang memiliki tumpuan teori-

tik dan implikasi praktis. —



BAB IXTX
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan, tujuan
penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam tentang
implementasi BML (baku mutu udara ambien maupun baku mutu
emisi), AMDAL dan Perizinan Lingkungan dalam rangka pengenda-
lian pencemaran udara di PT Semen Gresik Pabrik Tuban. Tudjuan
ini sedasar dengan eksistensi BML, AMDAL dan Perizinan Ling-
kungan sebagai instrumen hukum lingkungan yang berfungsi dan
dapat didayagunakan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan

(udara) di PT Semen Gresik Pabrik Tuban.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang implementasi BML, AMDAL dan Perizinan
Lingkungan dalam rangka pengendalian pencemaran udara di PT
Semen Gresik Pabrik Tuban ini memiliki manfaat (kontribusi)
teoritis dan praktis. ,

Manfaat teoritis penelitian berkaitan dengan pengembang-
an kapasitas hukum lingkungan sebagai matakuliah hukum fung-
sional, karena fokus pengkajian dalam penelitian ini dilakukan
untuk memahami secara kritis atas dasar kerangka teoritis-

yuridis mengenai implementasi BML, AMDAL dan Perizinan Ling-
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kungan dalam rangka pengendalian pencemaran udara sebagail
salah satu tema pokok bahasan instrumen hukum lingkungan dalam
matakuliah Hukum Lingkungan.

Manfaat praktis penelitian berkenaan dengan hasil pene-
litian ini yang dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh
instansi pemerintah (khususnya yang berwenang menerbitkan izin
lingkungan), warga masyarakat dan pihak industri (PT Semen
Gresik (Persero) Tbk) untuk melakukan upaya dan langkah-lang-

kah pengendalian pencemaran udara secara yuridis di PT Semen

Gresik Pabrik Tuban.
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BAB Iv
METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual
( "satute and conceptual approach’). Melalui pendekatan-
pendekatan tersebut, dalam penelitian ini akan dilakukan
pengkajian mendalam mengenai peraturan perundang-undangan
lingkungan tentang BML (baku mutu udara ambien dan baku mutu
emisi), AMDAL dan Perizinan Lingkungan dalam rangka pengenda-
lian pencemaran udara di PT Semen Gresik Pabrik Tuban untuk
ditelaah secara teoritik berlandaskan konsep dasar hukum

lingkungan.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah bahan-bahan hukum (legal materials) yang dalam peneli-
tian hukum normatif lazim dikualifikasi dalam: bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder (R.G. Logan, 1986).

Bahan hukum primer penelitian ini meliputi peraturan
perundang-undangan lingkungan di bidang instrumen hukum 1ling-
kungan yang berupa: BML (baku mutu udara ambien dan baku mutu

emisi), AMDAL dan Perizinan Lingkungan.



Termasuk bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah berbagai karya ilmiahi para sarjana
( "“environmental lawyers"), hasil-hasil penelitian (laporan
penelitian), dan jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum, khusus-

nya instrumen hukum lingkungan yang menyangkut pengendalian

pencemaran udara.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur
identifikasi dan inventarisasi dengan mempergunakan sistem
kartu (card system) yang dalam penelitian ilmiah terbagi atas:
kartu ikhtisar, kartu kutipan, dan kartu analisis (W. Surakh-
mad, 1995).

DPalam kartu ikhtisar dirangkum garis besar substansi
bahan hukum yang digunakan atau pemikiran yang mewakili penda-
pat penulis yang dirujuk. Kartu kutipan berisikan catatan yang
seteliti-telitinya mengenai bahan hukum yang digunakan maupun
isi dan bentuk asli karangan (pemikiran) yang dikutip. Kartu
kutipan disusul dengan kartu ulasan (analisis) sebagai catatan
khusus yang berisi reaksi peneliti terhadap bahan hukum yang
dipakai. Reaksi dapat berupa penambahan atau penjelasan dengan
cara mengkritik, menarik simpulan, saran dan komentar. Ketiga
macam kartu tersebut secara praktis dapat diakomodir dalam
bentuk satu kartu (MENLH dan PPLH Lembaga Penelitian Unair,
2000).
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Dalam pengumpulan bahan-bahan hukum, kartu-kartu termak-

sud disusun berdasarkan subjeknya: nama pengarang (nomor dan
tahun pengundangan peraturan perundang-undangan), tetapi dalam
penguraian dan pengkajian dilakukan berdasarkan obJjeknya:
rumusan masalah dan tema-tema analisis dengan topik pembahasan

(S. Wijoyo, et al., 2000).

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh diolah secara kualitatif
melalui proses penalaran hukum (legal reasoning) yang logis,
sehingga langkah-langkah analisis yang ditempuh didasarkan
atas langkah-langkah berpikir hukum yang sistem}k dan tema-
tik.

Sebagai alat bantu untuk mempertajam analisis, dipergu-
nakan pula metode perbandingan dan interpretasi hukum. Dalam
melakukan interpretasi hukum, digunakan empat metode inter-
pretasi hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh P. van Dijk et
al. (1985): ‘“Hij onderscheidde hieren vier elementen: het
gramaticale, het logische, het historische en het systema-
tische".

Keempat macam metode interpretasi itu digunakan secara
keseluruhan agar dapat memahami makna suatu ketentuan hukum
dari peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum
utama penelitian ini. Digunakannya keempat metode interpretasi

(penafsiran) hukum tersebut dimaksudkan untuk mencari makna



terdalam dan terluas dari suatu ketentuan peraturan perundang-

undangan (lingkungan) yang menjadi bahan hukum (primer) pene-

litian ini.
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BAB V
HASII. DAN PEMBAHASAN

1. Baku Mutu Lingkungan (Baku Mutu Udara)

Sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan pencemaran
udara, instrumen hukum lingkungan yang berupa BML (baku mutu
udara) diharapkan dapat diimplementasikan secara fungsional.
Menurut Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengen-
dalian Pencemaran Udara: baku mutu udara ambien nasional
ditetapkan sebagai batas maksimum udara ambien untuk mencegah
terjadinya pencemaran udara dan akan ditinjau kembali setelah
lima tahun (Pasal 4). Baku mutu udara ambien daerah ditetapkan
oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan status udara ambien di
daerah bersangkutan serta baku mutu udara ambien nasional
(Pasal 5).

Ketentuan PP No. 41 Tahun 1999 (Pasal 4 dan 5) tersebut
menunjukkan betapa rancunya pengaturan baku mutu udara ambien
di daerah yang ternyata harus tetap beralaskan pada baku mutu
udara ambien nasional yang diatur dalam PP No. 41 Tahun 1999.
Pengaturan baku mutu udara di daerah terasa sulit disesuaikan
dengan kondisi riil di daerah, karena Keputusan Gubernur
tentang baku mutu udara (ambien) di daerah secara hukum tidak
boleh bertentangan dengan PP No. 41 Tahun 1999.

Terdapat beberapa perangkat pengaturan hukum méﬁgenai
baku mutu udara (yang telah diberlakukan sebelum diundangkan-
nya PP No. 41 Tahun 1999), antara lain:
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Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-
4A8/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-

49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran.

. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-

50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-
45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Nomor: KEP-205/BAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Teknis

Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.

. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Nomor: KEP-107/BAPEDAL/11/71997 tentang Pedoman Teknis
Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar
Pencemaran Udara.

Di Propinsi Jawa Timur terdapat pula beberapa Keputusan

Gubernur yang mengatur baku mutu udara (ambien dan emisi),

yaitu:

é .

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor: 129 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan
Emisi Sumber Tidak Bergerak di Propinsi Daerah Tingkat I

Jawa Timur.

. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

Nomor: 188/504/SK/014/1996 tentang Penunjukan Laboratorium
Lingkungan Daerah untuk Pemeriksaan Kualitas Udara Ambien

dan Emisi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
!



c. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor: 128 Tahun 1997 tentang Baku Cara Pengambilan Contoh
Udara Ambien di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

d. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor: 129 Tahun 1997 tentang Baku Cara Uji Udara Ambien di
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Dari pengaturan tersebut di atas, tampaknya masih diper-
lukan upaya mempersiapkan perangkat hukum yang tangguh menge-
nai baku mutu udara (ambien dan emisi). Pengaturan baku mutu
udara yang mengkualifikasi baku tingkat: kebisingan, getaran
dan kebauan dalam tataran baku mutu udara adalah rancu. Ke-
beradaan baku tingkat kebisingan, getaran dan kebauvan merupa-
kan sesuatu hal yang berbeda eksistensi dan fungsinya dengan
baku mutu udara (H.J. Mukono, 2000). Sayangnya, kerancuan
(bahkan kekeliruan) itu tertuang dalam Pasal 16 jo. Pasal 10
ayat (2) PP No. 41 Tahun 1999. Perumusan baku tingkat: ‘"kebi-
singan, getaran, kabauan dan gangguan lainnya" (Pasal 10 ayat
(2) PP No. 41 Tahun 1999) tidak dapat diintegrasikan dalam
penormaan baku mutu udara.

Berkenaan dengan baku mutu udara (ambien dan emisi),
pengaturan hukumnya harus didukung oleh mekanisme pemantauan
kualitas udara ataupun perangkat teknologis sarana uji emisi.
Pengaturan hukum terhadap sarana pengendalian pencemaran udara
hendaklah sejalan dengan pemasangan Jjaringan pemantauan vang
bersifat khusus bagi pengelolaan kualitas udara (S.S. Rangku-
ti, 1995).



Betapa pentingnya keberadaan dan kegunaan jaringan
pemantauan ( “air quality monitoring") bagi upaya pengendalian
pencemaran udara, telah pula disadari oleh Pemerintah Amerika
Serikat (USA) dengan merumuskannya dalam ketentuan Section 319
Clean Air Act (Government Instituten, Inc., 1990, S.S. Rangku-
ti, 1995):

Not later than one year after date of enactment of the
Clean Air Act Amendments of 1977 and after notice and
spportunity for public hearing, the Administrator shall
promulgate regulations establishing and air quality
monitoring system throughout the United State which -

(1) utilizes uniform air gquality monitoring criteria and
methodology and measures such air gquality according
to a uniform air quality index,

(2) provides for air quality monitoring stations Iin
major urban areas and other appropriate areas
throughout the United States to provide monitoring
such as will supplement (but not duplicate) air
quality monitoring carried out by the State reguired
under any applicable implementation plan,

(3) provides for daily analysis and reporting of air
quality based upon such uniform air guality index,
and

(4) provides for recordkeeping with respect to such
monitoring data and for periodic analysis and re-
porting to the general public by the Administrator
with respect to air quality based upon such data.

Pemasangan Jaringan pemantauan kualitas udara untuk
mengontrol mutu udara secara nasional juga diberlakukan di

Jepang. Dinyatakan (S.S. Rangkuti, 1995):

National air pollution monitoring stations and national
environmental beckground air monitoring stations have
been established with the combined aim of clarifying of
ir pollution from a national wide perspective and with
the view to gathering the raw data needed for establish-
ment of EQS and formulation of regional pollution con-
trol programs.
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Perbandingan yang konstruktif dapat dikemukakan bagaima-
na cara Jepang mendukung dan menopang signifikansi sarana
pemantauan udara (Environment Agency, 1984; S.8. Rangkuti,
1995):

National environmental background air monitoring sta-
tions are located at eight places with the aim of under-
standing ambient air conditions in unpolluted areas on
the major plains in Japan. These stations are equipped
with instruments for measuring hydrogen fluoride and
ozone as well as with similar equipments as in national
air pollution monitoring station.

Pada tataran yuridis, keberadaan Jjaringan pemantauan
kualitas udara telah diformulasikan dalam peraturan pengenda-
lian pencemaran udara di Indonesia. Pasal 3 PP No. 41 Tahun
1999 menentukan: perlindungan mutu udara ambien didasarkan
pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku
mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gang-
guan, ambang batas kebisingan dan Indeks Standar Pencemar
Udara (ISPU).

Menurut ketentuan hukum yang digariskan Pasal 14 PP No.

41 Tahun 19989:

(1) Indeks Standar Pencemar Udara diperoleh dari pengo-
perasian stasiun pemantau kualitas udara ambien
secara otomatis dan berkesinambungan.

(2) Indeks Standar Pencemar Udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat digunakan untuk:

a. bahan informasi kepada masyarakat tentang kuali-
tas udara ambien di lokasi tertentu dan pada
waktu tertentu;

b. bahan pertimbangan pemerintah pusat dan pemerin-

tah daerah dalam melaksanakan pengendalian pence-
maran udara.



Mengikuti kaidah Pasal 15 PP No. 41 Tahun 1999: ISPU
yang diperoleh dari pengoperasian stasiun pemantau kualitas
udara ambien itu wajib diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman
merupakan wujud dari asas keterbukaan (transparansi) dalam
pemerintahan. Hal ini sedalan dengan Undang-undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Pasal 3) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Pasal 2-
10).

Fungsi yuridis baku mutu udara adalah sebagai kriteria
hukum untuk menentukan terjadi atau tidak terjadinya pencemar-
an udara sekaligus menjadi sarana pencegahan (dan penanggu-
langan) pencemaran udara. Pasal 20 PP No. 41 Tahun 1999 mene-
tapkan:

Pencegahan pencemaran udara meliputi upaya-upaya untuk
mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara:

a. penetapan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi
sumber tidak bergerak, baku mutu gangguan, ambang
batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermo-
tor sebagaimana dimaksud dalam Bab II Peraturan
Pemerintah ini;

b. penetapan kebijaksanaan pengendalian pencemaran udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 18 dan 19.

Untuk mengetahui tingkat penaatan terhadap ketentuan
baku mutu udara (ambien dan emisi), perlu dilakukan peman-
tauvan (monitoring) terus-menerus. Pengawasan mengenai penaat-
an pada baku mutu udars smbien maupun emisi yang ditetapkan
harus ditopang dengan ketersediaan jaringan pemantauvan mutu

udara yang cukup memadai (S. Wijoyo, 2000).



Pasal 28 PP No. 41 Tahun 1998 Jjuga memformulasikan:
Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak meliputi
pengawasan terhadap penaatan baku mutu emisi yang telah dite-
tapkan, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu
udara ambien di sekitar lokasi kegiatan, dan pemeriksaan
penaatan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian
pencemaran udara.

Mekanisme memanfaatan pemantauan pengendalian pencemaran
udara mempunyai arti yang sangat penting bagi penegakan hukum
terhadap pelanggaran ketentuan baku mutu udara. Melalui
jaringan monitoring kualitas udara dapat diketahui dan dipas-
tikan, apakah terdapat kepatuhan terhadap ketentuan hukum
tentang baku mutu udara (yang pada dasarnya telah dituangkan
sebagai persyaratan perizinan)? Upaya pemantauan kualitas
udara merupakan syarat mutlak untuk mengetahui secara cermat
dan tepat kondisi udara ambien dan emisi secara berkesinam-
bungan (S.S. Rangkuti, 1995).

Baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi merupakan
ketentuan administratif sebagai dasar pengawasan pengelolaan
kualitas wudara. Sarana dan mekanisme pemantauan mutu udara
yang berupa sistem "air gquality monitoring' diharapkan dapat
berfungsi sebagai instrumen teknis pencegahan pencemaran udara
dan dapat pula menginformasikan secara terus menerus maupun
periodik (berkala) tentang kondisi udara (S.S. Rangkuti,
1995).
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Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, di PT Semen
Gresik Pabrik Tuban telah dioperasikan beberapa peralatan
pemantauan yang berfungsi untuk mencegah pencemaran udara yang
meliputi:

a. Di lokasi penghancuran batu kapur terdapat Bag Dust Collec-
tor sebanyak 2 (dua) unit buatan Fuller International yang
ditempatkan pada areal setelah penghancuran batu kapur.

b. Pada daerah penggilingan bahan mentah telah dipasang pera-
latan: '

1. Bag Dust Collector sebanyak 4 (empat) unit buatan Fuller
International yang ditempatkan di atas silo bahan mentah
dan corong atas.

2. Electrostatic Precipitators berjumlah 2 (dua) unit
buatan FLS-Miljo yang ditempatkan di antara roller
mil/Kiln dan cerobong.

3. Cyclone sebanyak 4 (empat) unit buatan lokal yang ditem-
patkan di antara roller mill dan Flectrostatic precipi-

tators.

Q

Di bagian penghasil terak terdapat:

1. Electrostatic Precipitators sebanyak 1 (satu) unit
buatan FLS-Miljo yang ditempatkan setelah pendinginan
terak.

2. Bag dust collector berjumlah 7 (tujuh) unit buatan lokal
vang ditempatkan di atas silo-silo/corong-corong.

3. Cyclone sebanyak 2 (dua) unit buatan lokal yang ditem-

patkan di antara pendingin dan Mecalciner.



d. Pada areal penggilingan batubara telah dipasang Bag Dust
Collector sebanyak 8 (enam) unit buatan Fuller Internation-
al yang ditempatkan setelah penggilingan batubara dan di
atas silo-silo/corong-corong.

e. Di sektor penggilingan semen dipasang Bag Dust Collector
berjumlah 13 (tiga belas) unit buatan Fuller International
yang ditempatkan setelah penggilingan terak dan di atas
silo~-silo/corong-corong.

f. Pada bagian pengantongan semen telah dipasang Bag Dust
Collector berjumlah 15 (lima belas) unit buatan Fuller
International yang ditempatkan di atas semen silo/corong-
corong/timba/pengantong semen.

Ketentuan hukum yang tertuang dalam PP No{ 41 Tahun 1999
vang telah menormakan perlunya perangkat “air quality monitor-
ing" tampaknya telah diimplementasikan dalam pengawasan kuali-
tas udara oleh PT Semen Gresik Pabrik Tuban. Pembangunan dan
penggunaan stasiun pemantauan mutu udara dalam rangka pengen-
dalian pencemaran udara di PT Semen Gresik Pabrik Tuban dite-
rapkan pada keseluruhan proses produksi yang dimulai dari
tahap awal produksi (penyediaan bahan baku) sampai pada tahap
akhir produksi (pengemasan semen).

Pemasangan berbagai perangkat teknis pemantauan kualitas
udara oleh PT Semen Gresik Pabrik Tuban tersebut merupakan
realisasi pula dari ketentuan Pasal 68 Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 129 Tahun 1996
tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak

di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang menetapkan:
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(1) Setiap penanggung jawab Jjenis kegiatan sebagaimang
dimzt=nd dalam Pasal 3 Keputusan ini wajib memenuhi
Letantnan sebagai berikut:

a. Membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan
sarana pendukung dan alat pengaman;

b. Memasang alat ukur pemantauan yang meliputi kadar
dan laju air volume untuk setiap cerobong emisi
yang tersedia serta alat ukur arah/ dan kecepatan
angin;

c. Melakukan pemantauvan harian hasil emisi vyang
dikeluarkan dari setiap cerobong emisi.

(2) Catatan hasil emisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini disampaikan kepada pejabat berwenang
yang bertanggung jawab di bidang pengendalian pence-
maran udara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3
(tiga) bulan.

Apakah mekanisme teknis peralatan pengendalian pencemar-
an udara yang tersedia di PT Semen Gresik Pabrik Tuban berja-
lan efektif secara nyata? Penelitian ini mengungkapkan bahwa,
PT Semen Gresik Pabrik Tuban telah melakukan beberapa kegiatan
pengujian terhadap (PT Semen Gresik (Persero) Thk, 2000):

a. Baku tingkat getaran kejut untuk jenis bangunan kuno yang
mempunyai nilai sejarah, bangunan dengan kerusakan yang
sudah ada, bangunan dalam kondisi yang baik dengan kerusak-
an kecil, dan bangunan kuat seperti bangunan industri yang
terbuat dari beton atau bhaja.

b. Baku tingkat getaran peledakan batu kapur di lokasi halaman
depan rumah dan dinding rumah di sekitar Pabrik Tuban II
dan Pabrik Tuban III.

Standar intensitas kebisingan mengacu pada KAeputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-48/MENLH/11/1996
tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk baku tingkat kebisingan

daerah perumahan dan pemukiman adalah 55 dB (A). Hasil pengu-
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kuran intensitas gebisingan bergerak antara 50,6-50,7 dB (A).
Standar getaran berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkung-
an Hidup Nomor: KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat
Getaran untuk baku tingkat getaran bagi sasaran berupa bangun-
an dengan kerusakan yang sudah ada adalah 5 mm/detik. Hasil
pengukuran menunjukkan bahwa getaran yang terukur berkisar
antara 0,025-0,10 mm/detik (dinding) dan 0,05-0,03 mm/detik
(tanah).

Pengujian tersebut dilakukan oleh Balai Hiperkes dan
Keselamatan Kerja Propinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun
1998 dan 1999. Hasil yang terungkap selama penelitian ini
menunjukkan bahwa, tingkat getaran kejut dan intensitas kebi-
singan di lokasi seputar PT Semen Gresik Pabrik Tuban masih di
bawah baku tingkat geratan (di bawah standar) yang ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-48/
MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan maupun Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-49/MENLH/11,/1996
tentang Baku Tingkat Getaran (Salinan Surat Baléi Hiperkes dan
Keselamatan Kerjz Propinsi Jawa Timur, tanggal 22 November
1999: terlampir).

Secara eksternal PT Semen Gresik Pabrik Tuban setiap
tiga bulan sekali telah melakukan pemantauan kualitas udara
ambien dan emisi yang dipantau oleh Balai Hiperkes dan Kesela-
matan Kerja Propinsi Jawa Timur. Secara Jinternal pemantauan
kualitas udara ambien dan emisi Pabrik Tuban dilakukan sendiri
oleh PT Semen Gresik (Persero) Thk secara periodik (PT Semen

Gresik (Persero) Tbk, 2000).



Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur Nomor: 129 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Udara
Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Propinsi Daerah

Tingkat

I Jawa Timur, baku mutu emisi sumber

untuk jenis industri semen adalah:

tidak bergerak

No. Sumber Parameter Batas maksimum
mg/m3 pPpPm
1 Penanganan bahan Tital pertikel 600
baku
2 Tanur Putar Total partikel 150
(KILNS) Sulfur dioksida 1500 574,6811
(802)
Nitrogen dioksida| 1800 958, 4868
(NO2)
Opasitas 35%
3 Pendingin Terak Total partikel 150
(Clinker Coolers)
4 Milling Total partikel 150
Grinding
(Alat Pengangkut) ‘
(Conveying) !
Pengepakan
(Bagging)
5 Ketel tenaga uap Total partikel 400
Sulfur dioksida 1200 458,944
(802)
Nitrogen dioksida]| 1400 745, 489
NO2)
Pemantauan kualitas udara ambien maupun emisi yang
dilakukan oleh Balai Hiperkees dan Keselamatan Kerja Propinsi
Jawa Timur maupun PT Semen Gresik (Persero) Tbk di lokasi PT

Semen Gresik Pabrik Tuban dari tahun 1997 sampai dengan 1999

(bukti terlampir) tidak terjadi pelanggaran baku mutu udara
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gebagaimana yang diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur Nomor: 129 Tahun 1996 tentang Baku Mutu
Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Dengan demikian, pemantauan kualitas udara ambien dan
emisi melalui penyebaran Jjaringan pengoperasian peralatan
pengujian kualitas udara ambien dan emisi di sekitar PT Semen
Gresik Pabirk Tuban telah mengimplementasikan BML (baku mutu
udara) sebagai sarana pengendalian pencemaran udara. Peman-
tauan kualitas udara secara teratur terhadap baku mutu udara
ambien maupun emisi dapat menentukan tingkat ketaatan PT Semen
Grezik Pabrilk Thban terhadap ketentuan baku mutu udara ambien
dan emizi. Melalui szarana pemantauan mutu udara (ambien dan
emisi) yang cermat serta akurat dapat ditempuh langkah-langkah
vang tepat untuk melakukan upaya pencegahan maupun penanggu-
langan pencemaran udara apabila baku mutu udara terlampuai

(dilanggar).

2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Terdapat hubungan yang erat antara baku mutu udara dan
AMDAL. Bagi sumber tidak bergerak yang kegiatannya diperkira-
kan mempunyai dampak besar dan penting terhadap udara, baku
mutu udara (ambien dan emisi) yang telah ditetapkan oleh

instansi yang bertanggung jawab (herwenang) harus dikaitkan

terlebih dahulu dengan prosedur AMDAL.



Dalam PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL (PP AMDAL 1999)

terdapat ketentuan yang secara prinsipil keliru, sehingga

AMDAL tidak dapat diimplementasikan secara efektif sebagai

instrumen pencegahan pencemaran udara, termasuk di PT Semen

Gresik Pabrik Tuban.

Ketentuan administraif dalam PP AMDAL 1999 telah meng-

kaitkan mekanisme AMDAL dengan perizinan di bidang lingkungan

sebagaimana diatur pada Pasal 7 PP AMDAL 1999. Terdapat keran-

cuan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 7 PP AMDAL 1999:

bahwa

(1)

(2)

(3)

(4)

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan
syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan
oleh pejabat yang berwenang.

Permohoann izin melakukan usaha dan/atau kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
pemrakarsa kepada instansi yang berwenang menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib
melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup
suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2) yang diberikan oleh instansi
vang bertanggung Jjawab.

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mencantumkan syarat dan kewajiban sebagai-
mana ditentukan dalam rencana pengelolaan lingkungan
hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup seba-
gai ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau
kegiatan yang diterbitkannya.

Ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegi-
atan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipa-
tuhi dan dilaksanakan oleh pemrakarsa dalam menja-
lankan usaha dan/atau kegiatannya.

Rumusan Pasal 7 ayat (2) PP AMDAL 1999 yang menetapkan

permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang

diajukan pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang waJjib melam-

pirkan keputusan kelayakan lingkungan (AMDAL) yang diberikan
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oleh instansi yang bertanggung jawab, Jjustru dapat memunculkan
adanya AMDAL Prematur. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP AMDAL
1999 itu bertentangan sendiri dengan Pasal 7 ayat (1) PP AMDAL
1999.

Permohonan izin yang sudah disertai keputusan kelayakan
lingkungan (dokumen AMDAL) memunculkan persepsi yang keliru:
seakan-akan prosedur AMDAL itu mendahului proses perizinan
lingkungan. Penentuan kewaJjiban menyusun AMDAL tidak ditentu-
kan oleh pemrakarsa, melainkan ada di tangan instansi vyang
berwenang menerbitkan izin lingkungan (dengan merujuk pada
peraturan yang menentukan "jenis usaha dan/atau kegiatan vyang
wajib AMDAL", yaitu: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dans/atau Keglatan yang
Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup).

Kekeliruan perumusan juga terdapat dalam Pasal 20 PP
AMDAT, 1999. Pasal 20 PP AMDAL 1999 menyatakan (semula Pasal 10
PP AMDAL 1993):

(1) Instansi yang bertanggung Jjawab menerbitkan keputus-
an kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(2), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh
puluh 1lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
diterimanya dokumen analisis dampak lingkungan
hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan
rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

(2) Apabila instansi yang bertanggung Jawab tidak
menerbitkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka rencana usaha dan/atau
kegiatan yang bersangkutan dianggap layak lingkung-
an.
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Ketentuan Pasal 20 ayat (2) PP AMDAL 1999 tersebut dapat
menciptakan dan mengabsahkan kelahir;n "AMDAL Aspal" - "AMDAL
Imajiner” -~ "AMDAL-Amdalan"” atau "AMDAL-Seolah-olah". Terda-
patnya pengaturan yang berbunyi "kegiatan yang bersangkutan
dianggap layak lingkungan", jelas menimbulkan peluang kolusi
antara ‘'"pejabat"” dan "pemrakarsa”, sehingga dokumen AMDAL
tidak dinilai secara wajar.

Atas dasar Pasal 20 ayat (2) PP AMDAIL 1998, pemrakarsa
dapat saja berpesan pada instansi yang hertanggung jawab agar
mereka tidak melakukan penilaian AMDAI, yang diajukan sampai
habis jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari. Baru pada hari
vang ke-76, pemrakarsa akan datang mengambil "keputusan kela-
yakan lingkungan" dan dokumen AMDAL pun diputus "layak ling-
kungan". Implikasi logis seperti inilah yang sangat membahaya-
kan kepentingan lingkungan (udara).

Rumusan Pasal 20 ayat (2) PP AMDAL 1999 (semula Pasal 10
PP AMDAL 1993) sesungguhnya tidak sejalan dengan ketentuan
Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (UU PERATUN). Pasal 3 UU PERATUN menggaris-
kan:

(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak
mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi
kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan
Keputusan Tata Usaha Negara.

(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, se-
dangkan Jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat,

maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut
dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang

dimaksud.



(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersang-
kutan tidak menentukan Jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat Jjangka
waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan,
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersang-
kutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolak-
an.

Dengan demikian, menurut hukum (lingkungan) administra-
tif, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permo-
honan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi peno-
lakan permohonan, apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah
lewat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap
diam, tidak melayani pefmohonan yang diterimanya. Jadi diam
sama dengan menolak (UU PERATUN), bukan diam sama dengan
setuju (PP AMDAL 1998) (S.S. Rangkuti & S. Wijoyo, 1999; S.
Wijoyo, 1997).

Keganjilan pengaturan administratif AMDAL dalam PP AMDAL
1999 merupakan indikasi paling kuat yang menyiratkan tidak
efektifnya pengaturan AMDAL sebagai instrumen utama pengenda-
lian pencemaran udara. Keberadaan “AMDAL prematur” maupun
“AMDAL imajiner" akan meruntuhkan keseluruhan sistem -AMDAL
dalam kaitannya dengan baku mutu udara (ambien dan emisi)
serta perizinan lingkungan. Bagaimana dengan peraturan pelak-
sanaan PP AMDAL 19997

Pasal 40 PP AMDAL 1999 telah memberikan rambu-rambu:
“Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan
perundang—uhdangan tentang analisis mengenai dampak lingkungan

.hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentang-

an dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah

ini".

[ ]
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Berdasarkan Pasal 40 PP AMDAL 1999, pengundangan PP

AMDAL 1999 tidak otomatis mengeleminasi berlakunya perangkat

peraturan pendukung yang menopang berlakunya PP AMDAL 1993.

Beberapa aturan hukum yang menjadi panduan pelaksanaan PP

AMDAL 1993 maupun PP AMDAL 1999 telah ditetapkan berupa Kepu-

tusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (MENLH) dan Keputusan

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), antara

lain:

a. Keputusan Menteri Négara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-
11/MENLH/3/94 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib
Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Keputusan
ini kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Megara Ling-
kungan Hidup Nomor: KEP-39/MENLH/1996 tentang Jenis Usaha
atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi A&nalisis Mengenai
Dampak Lingkungan. Dewasa ini yang berlaku adalah Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 3 Tahun 2000 tentang
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-
12/MENLH/3/94 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Ling-
kungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-
13/MENLH/3/94 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata
Kerja Komisi AMDAL.

d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-
14/MENLH/3/94 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan dan Keputusan Kepala Badan



Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: 09 Tahun 2000 tentang
Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-
15/MENLH/3/94 tentang Pembentukan Komisi Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Terpadu. Keputusan ini telah diubah
dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor:
KEP-54/MENLH/11/95 tentang Pembentulkan Komisi Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu/Multisektor dan Regio-
nal. {

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-
55/MENLH/11/95 tentang Pembentukan Komisi Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Regional.

. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-
57/MENLH/11/95 tentang Pembentukan Komisi Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor.

. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Nomor: KEP-299/11,/95 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek
Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Usaha.

i. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Nomor: KEP-105 Tahun 1997 tentang Panduan Pemantauan Pelak-
sanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana

Pemantauan Lingkungan (RPL).

j. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Nomor: KEP-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kese-

hatan Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan.
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k. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEpP-30/
MENILH/10/1999 tentang Panduan Penyusunan Dokumen Pengelo-
laan Lingkungan.

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 2 Tahun
2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL.

m. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 4 Tahun
2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan
Permukigan Terpadu.

n. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 5 Tahun
2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan
di Daerah Lahan Basah.

o. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Nomor: O8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan
Ketrbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup.

Problematika yang mempengaruhi penerapan PP AMDAL 1999
berikut peraturan pelaksanaan tersebut tentunya perlu dikaji
agar tidak terdapat pemahaman yang berbeda dan kesimpangsiuran
penafsiran. Menurut pengamatan masih banyak pihak yang kurang
mengerti prosedur AMDAL dan terdapat kekhawatiran bahwa apara-
tur (birokrasi) Juga kurang siap dengan tata laksana AMDAL
atas dasar PP AMDAL 1999. Keseluruhan komponen dokumen AMDAL,
kKhususnya yang berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

tentunya bermuatan baku mutu udara untuk kemudian dijadikan

persyaratan perizinan lingkungan.



Berkenaan dengan pelaksanaan (pengaturan) AMDAL, hasil

renelitian ini mengungkapkan bahwa PT Semen Gresik Pabrik

Tuban telah melakukan studi lingkungan sebagai berikut (dari

tahun 1988 sampai dengaﬁ tahun 1999):

a.

Studi Karst Berair dan Tanah Liat di Kabupaten Tuban yang
disetujui oleh Direktorat Sumberdaya Mineral Departemen
Pertambangan dan Energi pada tanggal 15 November 1988.
Studi Penyusunan ANDAL Rencana Pengembangan Industri Semen
PT Semen Gresik (Persero) di Kabupaten Tuban yang disetujui
oleh Menteri Perindustrian RI pada tanggal 12 Mei 1990.
Studi Penyusunan ANDAL, RKL dan RPL Penambangan Batu Kapur
dan Tanah Liat PT Semen Gresik (Persero) di Kabupaten Tuban
yvang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Pfo—
pinsi Jawa Timur pada tanggal 13 Agustus 1983.

Studi Penyusunan ANDAL, RKL dan RPL Pelabuhan Khusus PT
Semen Gresik (Persero) di Kabupaten Tuban yang disetujui
oleh Menteri Perhubungan RI pada tanggal 15 Mei 1995.

Studi Penyusunan ANDAL Proyek Tuban II dan III serta RKL
dan RPL Kegiatan Proses Produksi Semen Tuban I, II dan III
PT Semen Gresik (Persero) di Kabupaten Tuban yang disetujui
oleh Menteri Perindustrian RI pada tanggal 3 April 1997.
Studi Penyusunan ANDAL, RKL dan RPL Penambangan Batu Kapur
dan Tanah Liat dalam Rangka Pengembangan Pabrik Semen Tuban
I dan III PT Semen Gresik (Persero) di Kabupaten Tuban
vang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Pro-

pinsi Jawa Timur pada tanggal 4 Juni 1997.
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g. Suplemen Penyusunan ANDAL, RKL dan RPL Pengembangan Psla-
buhan Khusus PT Semen Gresik (Persero) di Kabupaten Tuban
vang disetujui oleh Menteri Perhubungan RI pada tanggal 17
Desember 1997.

h. Studi Penyusunan ANDAL, RKL dan RPL Pengerukan Pelabuhan
Khusus PT Semen Gresik (Persero) di Kahbupaten Tuban yang
disetujui oleh Menteri Perhubungan RI pada tanggal 15 Juni
1999.

Dengan demikian, PT Semen Gresik Pabrik Tuban tidak
hanya memiliki satu dokumen AMDAL tetapi mempunyai beberapa
dokumen AMDAL vyang harus dipersiapkan oleh PT Semen Gresik
Pabrik Tuban:

1. AMDAL bidang pengembangan induszstri semen (1990) dan kegiat-
an proses produksi semen (1997).

2. AMDAL bidang penambangan batu kapur dan tanah liat (1993
dan 1997).

3. AMDAL bidang pelabuhan (1995, 1997 dan 1999).

Ternyata satu jenis kegiatan industri seperti PT Semen
Gresik Pabrik Tuban tidak cukup hanya mempunyai satu dokumen
AMDAL tentang keseluruhan kegiatan industri semen. PT Semen
Gresik Pabrik Tuban telah menyusun beberapa dokumen AMDAL
sesuai dengan bidang kegiatan yang berkenaan dengan aktivitas
PT Semen Gresik Pabrik Tuban.

Dari keseluruhan dokumen AMDAL: KA, ANDAL, RKL dan RPL
yang telah memuat telaahan saintifik dan sosial sehubungan
dengan dampak lingkungan yang diperkirakan signifikan atas

berdirinya suatu industri (PT Semen Gresik Pabrik Tuban), RKL
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merupakan dokumen penting yang berisi komitmen proponen dalam

melakukan pengelolaan lingkungan yang direncanakan.

Dalam RKL dokumen AMDAL PT Semen Gresik Pabrik Tuban

telah dimuat perencanaan pengelolaan kualitas udara vyang

meliputi:

1.

Kualif 3 bien:
Sumber dampak vang berasal dari proses produksi, transpor-
tasi hasil produksi ataupun transportasi angkutan karyawan
diperkirakan menimbulkan dampak peningkatan bahan pencemar
udara khususnya dari partikel debu di lingkungan kerda.
Upaya pengelolaan yang dilakukan dengan mewajibkan pekerja
menggunakan masker dan kadar debu di lingkungan kerja di
bawah baku mutu. Sebagai pelaksana pengelol? adalah Seksi

Keselamatan Kerja dan Kebersihan PT Semen Gresik Pabrik

Tubhan.

. Kualit Cei

Sumber dampak berasal dari kegiatan industri dan transpor-
tasi dilakukan pengelolaan agar emisi dari berbagai bahan
pencemar udara, termasuk yang berasal dari partikel debu
tetap di bawah baku mutu yang ditetapkan. Komponen yang
dikelola adalah debu yang keluar dari cerobong asap. Cara
pengelolaannya dilakukan dengan memasang peralatan penang-
kap debu di sumber penghasil debu dengan berbagai peralatan
vang bersifat teknis berjenis: Bag Dust Collector dan
FElectrostatic Precipitator dengan berbagai tipenva. Hasil-
nya: Emisi yang keluar dari cerobong tidak mencemarkan

udara.



Rencana pengelolaan kualitas udara yang diorientasikan
sebagai upaya pengendalian pencemaran udara yang diperkirakan
akan terjadi dengan beroperasinya PT Semen Gresik Pabrik
Tuban, secara menyeluruh dapat dilihat pada matrik ikhtisar
RKLL. PT Semen Gresik Pabrik Tuban, baik dalam skala pabrik
maupun skala regional sebagaimana terlihat dalam lampiran.

Dengdn telah dipasangnya berbagai jenis peralatan teknis
pencegahan pencemaran udara di lokasi PT Semen Gresik Pabrik
Tuban yang difungsikan untuk mengetahui tingkat pelanggaran
ketentuan baku mutu udara ambien maupun baku mutu emisi
(sebagaimana telah diulas dalam sub pokok bahasan baku mutu
lingkungan), tampaknya dokumen AMDAIL diimplementasikan sebagai
sarana pengendalian pencemaran udara di PT Semen Gresik Pabrik
Tuban.

Namun, dalam dokumen AMDAL PT Semen Gresik Pabrik Tuban
terdapat komponen yang kurang lengkap dan dapat menjadi titik
kelemahan AMDAL. Terdapat kaitan yang erat antara baku mutu
udara (ambien dan emisi) dengan AMDAL. Baku mutu udara seyo-
gianya dicerminkan, bahkan menjadi pedoman penyusunan RKL. RKL
dokumen AMDAL PT Semen Gresik Pabrik Tuban belum menginterna-
lisir ketentuan baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi
secara memadai dan lengkap, sehingga penerapan AMDAL sebagai
instrumen pengendalian pencemaran udara disinyalir tidak
berdayaguna secara maksimal dan optimal.

Dengan tidak diakomodasinya ketentuan baku mutu udara
(ambien dan emisi) secars memadai dalam RKL juga menunjukkan

bahwa Jjalinan sistematis antara BML (udara) dengan AMDAL dan



perizinan lingkungan diprediksi belum terwujud dalam penyusun-
an AMDAL PT Semen Gresik Pabrik Tuban. Padahal AMDAL akan
menjadi dasar utama pemberian (penerbitan) perizinan lingkung-
an. Menyadari kenyataan demikian, dirasakan betapa lemahnya
instrumen perizinan lingkungan dalam memberikan perlindungan

kualitas udara.

3. Perizinan Lingkungan

Pasal 18 UUPLH menentukan:

(1) Setiap usaha dansatau kegiatan yang menimbulkan
dampak bhesar dan penting terhadap lingkungan hidup
wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan
hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau
kegiatan.

(2) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yanz berwe-
nang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(3) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dican-
tumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan
upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 18 ayat (1) UUPLH tersebut laksana ulangan terha-
dap Pasal 15 ayat (1) UUPLH. Mengapa tidak langsung saja
mewajibkan izin lingkungan, tapi wajib AMDAL yang sudah di-
tuangkkan dalam Pasal 15 UUPLH? Padahal, Bagian Pertama Bab VI
yang mengatur tentang Persyaratan Penaatan Lingkungan Hidup
adalah Perizinan (S.S. Rangkuti, 1999).

Rumusan Pasal 18 ayat (2) UUPLH menunjukkan bahwa kon-
septor UUPLH tidak mengerti apa yang dimaksud dengan “perizin-

an lingkungan®. Begitu banyak Jjenis izin di bidang lingkungan
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yang sudah diinventarisasikan dalam makalah Siti Sundari
Rangkuti wpada Penataran Nasional Hukum Lingkungan tahun 1994
dan Seminar Nasional Hukum Lingkungan tanggal 1-2 Mei 19986.
Rupanya hasil penelitian tersebut tidak terjangkau oleh para
konseptor UUPLH, sehingga dengan mudah saja mereka menyatakan:
"izin melakukan usaha dan/atau kegiatan diberikan pejabat yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku"”, tanpa mengetahui konsekuensi yuridis administratif-
nya (S.S5. Rangkuti, 1999).

Pancantuman persyaratan dan kewajiban sebagaimana ter-
tera pada Pasal 18 ayat (3) UUPLH merupakan perintah vyang
harus ditaati oleh pemegang izin kegiatan szebagai upaya pence-
gahan pencemaran lingkungan (udara). Dengan berlakunya Pasal
18 ayat (3) diharapkan izin-izin kegiatan (industri: sumber
tidak Dbergerak) yvang mempunyai dampak penting terhadap udara
senantiasa mengandung pertimbangan lingkungan dan persyaratan-
persyaratan ketat. Benarkah sudah terlaksana dalam praktek di
PT Semen Gresik Pabrik Tuban? Kewajiban yang diamanatkan Pasal
18 ayat (3) UUPLH secara implisit diharapkan ditampung dalam
setiap peraturan perizinan tentang kegiatan yang mempunyai
dampak penting terhadap udara.

Inventarisasi dan telaahan terhadap peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan yang mengatur Jjenis dan prosedur
perizinan untuk kegiatan yang mempunyai dampak penting terha-
dap lingkungan mengungkapkan perizinan lingkungan sebagai

berikut (S.S. Rangkuti, 1998 dan 1999):
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Izin HO: Hinder Ordonnantie, Stb. 1926 Nomor 228 (Pasal 1).

a.

Izin Usaha Industri: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984

tentang Perindustrian (Pasal 13 ayat 1).

. Persetujuan Prinsip: PP Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin

Usaha Industri (Pasal 4).

Izin Pembuangan Limbah ke media lingkungan: UUPLH (Pasal

20).

a. Izin Pembuangan Limbah Cair ke tanah: PP Nomor 20 Tahun

1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Pasal 19)

Izin Pembuangan Limbah Cair ke air: PP Nomor 20 Tahun
1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Pasal 26).
Izin operasi penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan,
pengolahan dan atau penimbunan limbah B3: PP Nomor 85
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun jo. PP Nomor 18 Tahun 1989 ten-
tang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Pasal 40 ayat (1)a).:

Izin pengangkutan limbah B3: PP Nomor 18 Tahun 1988
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
jo. PP Nomor B85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Pera-
turan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Limbﬁh Bahaﬂ Berbahaya dan Beracun (Pasal 40 ayat
(l)bs.

Izin pemanfaatan limbah B3: PP Nomor 18 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

jo. PP Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Pera-



8.

turan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 40 ayat
(LYe).

d. Izin operasi alat pengolahan limbah B3: PP Nomor i8
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun jo. PP Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 40
ayat 3). |

e. Izin lokasi pengolahan dan penimbunan limbah BS: PP
Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun jo. PP Nomor 85 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1599
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Pasél 42 ayat 1).

Izin melakukan dumping ke laut: PP Nomor 19 Tahun 1999

tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

(Pasal 18).

Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan pengeluaran emisi:

PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran

Udara (Pasal 22-24).

Izin memasukkan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan,

penjualan, penyerahan, penerapan, penunjukan atau penggu-

naan Bahan Berbahaya: Gevaarlijke Stoffen Ordonnantie, Stb.

No. 377 Tahun 1949 (Pasal 1 ayat 2).
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9.

10.

11.

12,

13.

Izin mengedarkan, menyimpan atau menggunakan pestisida: PP
Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran,
Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Pasal 2 dan Pasal
6).

Izin Usaha Tetap: Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana
Investasi/Ketua BKPM Nomor: 45/5K/1993 tentang Tatacara
Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal
Asing (Pasal 11).

Izin Usaha Kawasan Industri: Keputusan Presiden Nomor 53
Taﬁun 1989 tentang Kawasan Industri (Pasal 5 ayat 1) Jis.
Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 tentang Perubahan
Atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tshun 1989 tentang Kawasan
Industri; Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 30/M/SK/
4/1991 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Penetap-
an Kawasan Industri Yang Diberi Status Kawasan Berikat;
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 32/M/SK/4/1991
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri
Bagi Perusahaan Industri di Dalam Kawasan Industri Kepada
Direksi PT (Persero) Pengelola Kawasan Berikat Indonesia
dan Kepu?usan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan
Industril

Izin Usaha Perikanan: Undang-undang Nomor g Tahun 1985
tentang Perikanan (Pasal 10 ayat 1) dan PP Nomor 15 Tahun
1990 tentang Usaha Perikanan (Pasal 6).

Izin Pembuangan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Un-
dang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklu-

sif Indonesia (Pasal 8).



14.

15.

16.

17.

Izin Eksplorasi dan atau Eksploitasi Sember Daya Alam Atau

Kegiatan-kegiatan Lainnya Untuk Eksplorasi dan/atau eks-

ploitasi Ekonomi di ZEE Indonesia: Undang-undang Nomor 5

Tahun 1985 tentang ZEE Indonesia (Pasal 5 ayat 1).

Izin membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau buatan atau

jnstalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di ZEE

Indonesia: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang ZEE

Indonesia (Pasal 6).

Izin penangkapan ikan di 7ZEE Indonesia: PP No. 15 Tahun

1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE

Indonesia (Pasal 7).

a. Izin usaha pemanfaatan kawasan: Undang-undang No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 27 ayat 1 dan Pasal
29 ayat 1).

b. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan: Undang-undang
No. 41 Tahun 1998 tentang Kehutanan (Pasal 27 ayat 2 dan
Pasal 29 ayat 2).

c. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu: Undang-undang
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 27 ayat 3).

d. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu: Undang-
undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 29
ayat 3).

e. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu: {ndang-undang
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 29 ayat 4).

f. Izin pinjam pakai: Undang-undang No. 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan (Pasal 38 ayat 3 dan ).



18.

19.

21.

g. Izin pertambanggn: Undang-undang No. 41 Tahun 1889
tentang Kehutanan (Pasal 45 ayat 2).

h. Izin melakukan penelitian kehutanan di Indonesia kepada
peneliti asing: Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Pasal 54 ayat 3).

Kuasa pertambangan: Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang

Pertambangan (Pasal 15).

Izin: a. membawa benda cagar budaya ke luar wilayah RI;

b. memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke
daerah lainnya;

c. mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik
sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan
darurat;

d. mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda
cagar budaya;

e. memisahkan sebagian benda cagar budaya dari tuan-
nya;

f. memperdagangkan atau remperjualbelikan atau  mem-
perniagakan benda cagar budaya: Undang-undang No.
5§ Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Pasal 15
ayat 2).

Izin Menangkap, Memiliki, Mengangkut/Mengekspor Binatang-

binatang vyang Dilindungi: SK Menteri Pertanian Nomor:

360/Kpts/Um/8/1975 Jjo. Undang-undang No. 5 Tahun 1990

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

(Pasal 21 dan 22).



22. Perizinan Daerah: a.

b.

Izin Pencadangan Tanah;
Izin Penetapan Lokasi/Site dan Pene-
tapan luas tanah;

Izin Pembelian/pembebasan tanah;

. Pemberian hak atas tanah;

Izin Bangunan;

Izin Berdasarkan Undang-undang Gang-
guan (Hinder Ordonnantie): Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa Timur No. 680 Tahun 1979 tentang
Tata Cara Permohonan/Penyelesaian Per-
izinan Daerah Bagi Perusahaan-peru-
sahaan Penanaman Modal di Jawa Timur
(Pasal 1 ayat (2) Jis. Keputusan
Presiden No. 97 Tahun 1993 tentang
Tatacara Penanaman Modal dan Permenda-
gri No. 7 Tahun 1993 tentang Izin
Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-
undang Gangguan Bagi Perusahaan indus-
tri (Pasal 6).

Izin Pertambangan Daerah (Rakyat): PP
No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan
Undang-undang No. 11 Tahun 1987 ten-

tang Pertambangan (Pasal 5-6).

23. a. Izin pengambilan air bawah tanah dan air mata air;

b. Izin Usaha perusahaan pemboran air bawah tanah untuk

swasta: Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.

S0



24.

25.

26.

27.

03/P/M/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah -
Tanah jo. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.
08/P/?3/M.PE/1991 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pertambangan dan Energi No. 03/P/M/Pertamben/
1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Pasal 11).

a. lzin pemboran air bawah tanah;

b. Izin pemakaian air bawah tanah: Peraturan Daerah Propin-

si Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 5 Tahun 1983 tentang

Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah di Jawa Timur

(Pasal 3).
Izin Lokasi: Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang
Tata Cara Penanaman Modal (Pasal 1 ayat (5) huruf b) Jo.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor: 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh
Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka
Penanaman Modal. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin
Lokasi.
Izin Penggunaan Air: Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur No. 15 Tahun 1987 tentang Perizinan
Penggunaan Air di Jawa Timur (Pasal 2 ayat 1).
Izin Mendirikakn Bangunan (IMB): Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya No. 7 Tahun 1992 tentang Izin
Mendirikan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sura-
baya; Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya No. 51 Tahun 1994 tentang Tatacara Penyelesaian

Izin Mendirikan Bangunan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya.



Dari hasil inventarisasi termaksud Jelaslah, betapa
banyak dan kompleksnya perizinan lingkungén di Indonsesia.
Apabila materi peraturan perundang-undangan di bidang perizin-
an lingkungan dibahas, terasa ketentuan yang tumpang tindih
dan membingungkan pemrakarsa suatu rencana kegiatan (i.e. PT
Semen Gresik Pabrik Tuban) dan juga masyarakat dalam meyampai-
kan pendapat pada prosedur penerbitan izin, apalagi mekanisme
yang terpisah satu sama lain dengan instansi terkait vyang
berbeda-beda dan dari segi hukum lingkungan administratif
mengandung kerancuan (S.S. Rangkuti, 1999).

Keruwetan perizinan lingkungan tersebut tampaknya sema-
kin "dilestarikan" oleh PP No. 41 Tahun 1999 dengan rumusan
yang tertera dalam Pasal 22:

(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi
dan/atau gangguan wajib memenuhi persyaratan mutu
emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan dalam izin
melakukan usaha dan/atau kegiatan.

(2) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Dengan diversitas perizinan lingkungan yang ada, apakah
setiap "izin lingkungan" yang terungkap di atas diharuskan
memasukkan "persyaratan mutu emisi dan atau gangguan® sebagai-
mana yang diperintahkan oleh Pasal 22 PP No. 41 Tahun 19997
Interpretasi gramatikalnya memang demikian. Implikasinya,
remrakarsa usaha dan atau kegiatan FT Zemen Gresik Pabrik
Tuban harus pula mengurus ulang satu persatu jenis perizinan

ke semua instansi yang berwenang menerbitkan izin lingkungan



yang sektoral. Alhasil, perizinan lingkungan tidak dapat di-
dayagunakan secara maksimal sebagai instrumen pengendalian
pencemaran udara di PT Semen Gresik Pabrik Tuban.

Dari daftar inventarisasi perizinan lingkungan tersebut
di atas, jenis perizinan yang dimiliki oleh PT Semen Gresik
Pabrik Tuban niscaya sangat banyak. Dengan banyaknya Jjenis
perizinan yang dimiliki tentu instrumen perizinan tidak dapat
didayagunakan sebagai sarana hukum pengendalian pencemaran
udara yang efektif.

Jenis perizinan yang dikualifikasi sebagai perizinan
lingkungan sedasar ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUPLH secara
riil meliputi (S.S. Rangkuti, 2000 dan S. Wijoyo, 2000):

1. Izin HO (Stb. 1926 No. 226)

2. 1zin Usaha Industri (UU No. 5 Tahun 1984 dan PP No. 13
Tahun 1995)

3. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Media Lingkungan (UUPLH dan
PP No. 20 Tahun 1990), dan

4. Izin Melakukan Usaha dans/atau Kegiatan vyang Mengeluarkan
Emisi dan/atau Gangguan (PP No. 41 Tahun 1899).

Mengacu pada ketentuan Pasal 22 PP No. 41 Tahun 1999,
bagi kegiatan industri seperti PT Semen Gresik Pabrik Tuban
sebagai kegiatan usaha yang mengeluarkan emisi tentunya semua
jenis perizinan yang dimiliki harus memenuhi persyaratan mutu
emisi. Dengan perizinan lingkungan yang memuat persyaratan
mutu emisi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 PP No. 41 Tahun
1999, perizinan lingkungan dapat difungsikan sebagai instrumen

pengendalian pencemaran udara.



Atas dasar ketentuan Pasal 22 PP No. 41 Tahun 1999
terdapat kewajiban bagi semua instansi yang berwenang mener-
bitkan izin lingkungan (Izin HO maupun Izin Usaha Industri)
untuk mencantumkan persyaratan kualitas emisi sesuai dengan
pengaturan hukum baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi.
Mengingat PP No. 41 Tahun 1999 baru berlaku sejak tanggal 26
Mei 1999, sedangkan PT Semen Gresik Pabrik Tuban telah bero-
perasi dengan perizinan lingkungan yang diterbitkan sebelum
berlakunya PP No. 41 Tahun 1999, jelas persyaratan mutu emisi
yang digariskan Pasal 22 PP No. 41 Tahun 1999 belum tercermin
dalam perizinan lingkungan PT Semen Gresik Pabrik Tuban.

Untuk itulah, implementasi perizinan lingkungan sebagai
sarana hukum pengendalian pencemaran udara di PT Semen Gresik
Pabrik Tuban dalam konteks berlakunya PP No. 41 Tahun 1998
sangatlah problematis. Upaya nyata pengendalian pencemaran
udara yang telah dilakukan PT Semen Gresik Pabrik Tuban dengan
pemasangan peralatan pencegahan pencemaran udara merupakan
realisasi dari ketentuan baku mutu udara ambien dan baku mutu
emisi yang tertuang secara sumir dalam RKL dokumen AMDAL PT
Semen Gresik Pabrik Tuban. Pencantuman pertimbangan lingkungan
yang terdapat dalam perizinan PT Semen Gresik Pabrik Tuban pun
tidak atas dasar PP No. 41 Tahun 1999.

Apakah PT Semen Gresik Pabrik Tuban perlu melakukan
pengurusan ulang perizinan yang dimiliki agar persyaratan mutu
emisi yang diamanatkan Pasal 22 PP No. 41 Tahun 1999 dituang-
kan dalam perizinan lingkungannya? Langkah “pemutihan” akan

membawa konsekuensi administratif vang panjang dan juga rumit



dengan banyaknya instansi sektoral yang terkait dalam pener-
bitan izin lingkungan.

Panjang dan beragamnya mata rantai birokrasi perizinan
lingkungan sangat tidak tepat dan secara ekonomik pun merupa-
kan pemborosan (biaya) serta dapat berimplikasi pada tingginya
harga Jual semen di pangsa pasar produksi semen PT Semen
Gresik Pabrik Tuban. Di sinilah letak arti penting untuk
melakukan upaya mengintegrasikan perizinan lingkungan dalam
satu jenis: izin lingkungan terpadu (“"integrale milieuvergun-
ning”) (S.S. Rangkuti dan S. Wijoyo, 1997 serta S.3. Rangkuti,
1999).

Dinamika pengaturan perizinan lingkungan di Belanda
kiranya perlu dipikirkan dan diadopsi. Dengan semakin penting-
nya pengelolaan lingkungan yang semula di Belanda diawali
dengan peraturan yang bersifat general dan sektoral sebagaima-
na halnya pengaturan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 UUPLH.
Dalam perkembangannya, pengaturan perizinan lingkungan yang
sektoral di Belanda mengalami perubahan dengan meninggalkan
sifat umum menjadi pengaturan yang mengatur lebih rinci dan
menyeluruh aspek-aspek perlindungan lingkungan. Upaya tersebut
diwujudkan dengan berlakunya Wet Milieubeheer, Sth. 1992 No.
551, yang mulai berlaku pada tanggzl 1 Mar=t 1993 (5.3. Rang-
kuti, 2000).

Studi perbandingan mengenai sistem perizinan lingkungan
sebagai sarana hukum pencegahan pencemaran (udara), tentu
dapat dikemukakan pengaturan di Belanda. Sejak tanggal 1 Maret

1993, semua perundang-undangan yang mengatur masalah pencemar-
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an lingkungan tunduk pada satu jenis izin lingkungan terpadu,
yvang dikenal dengan istilah "integrale miliseuvergunning”. Ini
merupakan langkah perubahan yang fundamental untuk menggabung-
kan berbagai jenis izin lingkungan menjadi satu "izin ling-
kungan terpadu" yang berasal dari lima jenis izin individual.
Kelima Jjenis perizinan tersebut adalah: Hindrwet, de Wet
Juchtverontreiniging, de Wet geluidhinder, de Afvalstoffenwet
dan de Wet chemische afvalstoffen, yang selanjutnya disebut
sebagai "de Wm-vergunning” (S.S. Rangkuti, 2000).

Mengikuti reformasi bidang perizinan lingkungan yang
terjadi di Belanda, cara-cara termaksud sebenarnya dapat
diikuti dengan membenahi perangkat peraturan perundang-undang-
an lingkungan yang semula bersifat sektoral ke arah keterpa-
duan. Dengan izin lingkungan terpadu, berarti hanya ada satu
jenis izin lingkungan. Dengan sarana perizinan lingkungan yang
terpadu, diprediksikan izin lingkungan dapat berfungsi sebagai
instrumen pengendalian pencemaran udara yang efektif (di PT

Semen CGresik Pabrik Tuban) seperti halnya di Belanda.



BAB VI
SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan
Dari permasalahan yang diketengahkan dan pengkajian
yang telah dilakukan, analisis penelitian ini sampail pada

pemahaman konklusif sebagai berikut:

a. Baku mutu lingkungan (baku mutu udara ambien dan baku mutu
emisi) merupakan kriteria yuridis untuk menentukan tentang
ada atau tidak adanya pencemaran udara. Pengaturan hukum
mengenai baku mutu udara masih problematis dan belum didu-
kung oleh mekanisme teknologis Jjaringan pemantauan kualitas
udara. Baku mutu udara hanya dapat berlaku efektif apabila
dilengkapi dengan "air guality monitoring” yang diopera-
sionalkan secara fungsional. Lemahnya perangkat Jaringan
pemantauan mutu udara yang menurut peraturan pengendalian
pencemaran udara berupa stasiun pemantau kualitas udara
sedasar PP No. 41 Tahun 1999 merupakan hambatan praktis
penerapap ketentuan baku mutu udara. PT Semen Gresik Pabrik
Tuban telah mengimplementasikan instrumen BML (udara)
dengan melakukan monitoring emisi secara periodik melalui
pemasangan peralatan teknis pengendalian pencemaran udara

di instalasi PT Semen Gresik Pabrik Tuban.



b. Bagi aktivitas industri (sumber tidak bergerak) yang dipre-
diksi mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkung-
an (udara) wajib dilengkapi dengan instrumen AMDAL. Dalam
kaitannya dengan prosedur AMDAL, baku mutu udara (ambien
dan emisi) merupakan pedoman penyusunan AMDAL yang dicer-
minkan dalam dokumen RKL dan dikualifikasi sebagai persya-
ratan perizinan lingkungan. Pengaturan AMDAL kurang mene-
kankan fungsi AMDAL sebagai instrumen pengendalian pence-
maran udara (dari sumber tidak bergerak). Kerancuan keten-

- tuan tentang AMDAL dalam PP AMDAL 1989 telah memunculkan
keberadaan “AMDAL Prematur” maupun "AMDAL-Aspal” yang tidak
akan kondusif bagi pengendalian pencemaran udara. Pengatur-
an hukum mengenai AMDAL yang menjadi landasan pertimbangan
ekologis penerbitan perizinan lingkungan justru meruntuhkan
keseluruhan elementasi sistemik AMDAL sebagai sarana pence-
gahan pencemaran udara. PT Semen Gresik Pabrik Tuban telah
memproyeksikan AMDAL sebagai sarana pengendalian pencemaran
udara yang implementatif. Namun, RKL dari dokumen AMDAL PT
Semen Gresik Pabrik Tuban kurang menuangkan baku mutu udara
secara memadai, sehingga penerapan AMDAL sebagai instrumen
pengendalian pencemaran udara tampak belum memadai untuk
dipergunakan sebagai persyaratan perizinan lingkungan oleh

instansi yang berwenang.

ng



Pengaturan perizinan lingkungan yang sektoral oleh UUPLH
maupun PP No. 41 Tahun 1999 merupakan kendala yuridis-
administratif bagi pengendalian pencemaran udara di Indone-
sia, termasuk di PT Semen Gresik Pabrik Tuban. Kompleksitas
perizinan lingkungan yang menjadi wewenang banyak instansi
dengan prosedur yang berbeda dan terpisah, ternyata membi-
ngungkan pemrakarsa usaha atau kegiatan. Upaya pengendali-
an pencemaran udara melalui instrumen perizinan ligkungan
di PT Semen Gresik Pabrik Tuban pun menjadi tidak efektif
dengan banyak dan panjangnya proses birckratik perizinan

lingkungan.

2. Saran

Menunjang simpulan hasil analigis tersebut di atas,

dikemukakan saran:

a.

Pengaturan hukum mengenai baku mutu lingkungan (udara
ambien dan emisi) secara konkret perlu ditopang oleh meka-
nisme “air quality monitoring"” yang tangguh, sehingga
ketentuan yuridis baku mutu udara tidak . hanya mimiliki
keabsahan, namun Jjuga implementeable. Hasil penerapan
pemantauan kualitas udara di PT Semen Greszik Pabrik Tuban
yang secara eksternal dilakukan oleh Balai Hiperkes dan
Keselamatan Kerja Propinsi Jawa Timur sesuai Kep.Gub. Jatim

No. 188/504/SK/014/19968 ataupun secara internal yang telah



dilakukan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. perlu ditindaklan-
juti oleh instansi terkait (Gubernur/Bapedalda Propinsi
Jatim) untuk mengetahui tingkat ketaatan PT Semen Gresik
Pabrik Tuban pada ketentuan baku mutu udara (ambien dan

emisi) yang menjadi persyaratan perizinan lingkungan.

Perlu merevisi ketentuan prosedural AMDAL yang belum menun-
jukkan hubungan antara AMDAL dengan baku mutu udara dan
perizinan lingkungan. Munculnya "AMDAL Prematur” ataupun
“AMDAL Aspal" adalah ekses dari kekeliruan pengaturan hukum
vang te;tuang dalam PP AMDAL 1999 dengan konsekuensi run-
tuhnya fungsi AMDAL sebagai instrumen pengendalian pence-
maran udara (sumber tidak bergerak) di PT Semen Gresik
Pabrik Tuban. RKL dokumen AMDAL PT Semen Gresik Pabrik
Tuban seyogianya mencerminkan baku mutu udara (ambien dan
emisi) secara memadai untuk selanjutnya dituangkan sebagai
persyaratan perizinan lingkungan oleh instansi yang berwe-

nang.

. Untuk mengatasi kompleksitas perizinan lingkungan, perlu
segera dilakukan upaya mengintegrasikan keragaman perizinan
lingkungan dalam satu Jjenis izin lingkungan yang dinamakan:
sistem perizinan lingkungan terpadu ("integrated environ-
mental licensing system”). Dengan "sistem perizinan ling-
kungan terpadu”, pengendalian pencemaran udara di PT Semen

Gresik Pabrik Tuban diharapkan dapat diimplementasikan



secara efektif sebagaimana yang telah terbukti di negara-

negara maju.
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9 Kluscs . . Ilerscun Cerih Ceruh Ceraly




: PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk
DINAS PENEL PROSES & LINGKUNGAN

HASIL PEMANTAUAN

KUALITAS UDARA AMBIENT PA BRIK TUBAN
_TAHUN 1999
AMATANIKERIAPR

TUBARY MUTU ' TANGGAL dan LOKASI
Nau, PARAMETER SATUAN || UDARA AMBIENT PEMANTAUAN
SK.GUIL 16 6 21
N 1297199 Maret Juni Sept
FAKTORKINIAS-% w Depan Madrasah Desa Temandang
1 |l Karbon Muuok’udu (CO) ppm 2 1798 01232 1LEY02
2 || Oksida Nitrogen (Nox) ppm 0,68 0.015 0o | LOIw
3 |f Sulfur Dioksida (SO2) ppm 0.01 0.0080 | 00144 0.045
‘ 4 || Debu . mgcimd || . .26 0.103 0.2376 01487
| FAVTORFISIK 7
§ 5 lSuhu Udara 'c . 26-30.5 | 28.5-32 | 28-35
6 |i Kelembaban (RH) % - 7685 13-78 54-77
7 |t Kecepatan angin km/jam - 0-4.7 0-16 0.1-27.3
4 || Arah angin ke - . Timur Burat | Barat D,
Y] _Q:_uca - - - Cerah -
; 1 FAKTORIGMIN e Desa Tlogowary
4 1 || Kurbon Monoksida (CO) ppm 20 1.464 0.1189 3.191
. 2 || Oksido Nitrogen (Ndx) ppm 0.08 0.015 0.¢019 0.0232
3 [ Sulfur Diokside (SO2) 1 ppm 0.0} o.0070 | oo | 0037
' i ][ Debu mpr/md 0.26 0.146 | 0.2045 | 0.2918
ENRTOREISHCH e f
-1 5 [lSubuUdars ‘c - 2731 | 27-34 | 28.5-35.5
5 || Kelembaban (RH) % | - 7486 | 62717 | 551
47 || Kecepatso angin kovjam - 0-5.3 0-3.9 0-5.8
-.3 b Arah angin ke - - Timur Barat | Barat D,
] ; gga Cuacau N - - | Cermh .
T [ RAKTOR:KINIAZ s [ ~ Desa Sumberarum
I - || Karboun Monoksida (CO) ppm 20 1.96 0.1231 0.8564
.t 2 || Oksids Nitrogen (Nox) ppm. 0.05 0.012 0.0015 | 0.0225
1 3 || sulfur Dioksida ($02) ppm 0.01 0.0060 | 0.0128 | 0.0027
4 4 [ Debu mgr/m3 0.26 0.067 | nu6es | 02386
FIKTORFISI Y

Suhu Udars 'c .- 28-31 | 28-30.5 | 28-34
Kelembabun (RI1) % - 75-86 70-77 54.70
. Kecepatan angin km/jam - 0-8.4 0-18.7 | 0.1-23.6

Arsh sngin ke - - I Timur Barat | Barst D.
Cusca . - - Cersh -

>

S



PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk
DRAS PENELERQSES & LINGRUNGAN

!»

HASIL PENGUKUR?,\N KUALITAS EMISI CEROBONG
oleh BALA!I HIPERKES & KESELAMATAN KERJA PROPINSI JATIM

....... .

- STACK GOALMILELE PABRIKTUBAN L )

BAKU MUTU EMISH S Maret 1097 11 Juni 1997 17318 September 1997 30 Desember 1997
No. PARAMETER SK.GUB.KDH,TX.I Pengukuran Penguxuran Pengukuran Pengukuran
No, 129/1936 I [ Rata-2 ] 1] Rata-2 [] n Rata-2 1 u Rata.2
1 | Karbon Monokslda {CO ) . . 42,27] 43.04 42.64] 88.00{ 100.57 94.29( 152.73] 150.54] 151.61| 121.70| 102,10| 111.90
I ? O.Iiida Nitrogen {NOx) 1800 mglhnd 68,00] 60.00 &3.00] 71.041 19.0) 45.04] 15.81| 24.38 21.00] 10.32] 13.26] 10.79
[
. 4
3 | Suthur Biokaids (SO2) 1500 ngimd 150,00 7200 b0 v4n| 200 8] s 2213 184] s 211380 w44
4 Partkel Padat {Debu) 150 mgimd 165.00{ 181.00| " 17)2.00 24| 19.20 21.15] 20.47) 19.3% 19.76] 28.18] 36.11] 3218
g s i SR it e s s e e - .
%+ STACK ROLLER MILLL (PABRIK:TUBAN L), 2
- -
BAKU MUTU EMISI S Maret 1997 11 Junl 1997 17418 September 1997 30 Desember 1997
! .‘-’-:;: PARAMETER ] SK.GUB.KDH.TK.] Pangukuran Pengukuran Pengukuran Pengukuran
i 1 No. 129/1996 1 w Rata-2 I n Rats.2 | # Rats-2 ] n Rata-2
b
1t Karbon Manokslda (CC) - 36.80 b Y] 37.15] 126.86| 123.43] 125.1%] 116.28]| 126.44] 121,35] 100.10| 112,10} 106,15
2]
-4 v ) Oksida liivogen (NOx) 1800 mg/md 84.10] 79.00 80,051 29.98] 20.99 20.98| 11,61} 1588 13.80 9.27 .27 9.99
R Sylluc Diuvbsida (SO2) 1300 mg/imd 22,00] 18,00 20.00 1.408 178 1.6) 310 YN} US| 12y un 19.v9
BN Partibel Padat (Debu) 150 mg/md 80.00| 78.00 70.00 9,200 12.80 11.00 8.91 .22 9.07f 25.10| 25.10{ 29.6%
«

1o

l i BAKU MUTU EMISI 5§ Maret 1997 11 Juni 1997 17818 September 1987 | 30 Oesember 1997

3 *-‘c': PARAMETER SK.CUBKOH.TK.L Pengukursn Pengukuran Pengukuran Pangukuren

] : No. 129/1996 ) 1] Rata-2 ] ] Rata-2 $ 1] Rata-2 t 1] Rata.2
='§*3}b°n Monoksids (CO) . 70| 940l 3208 18| 7.43| zas| 1502 sot| 1532|1202 15.03] 1.5
.’ i - :

R ;,}:.um Nirogen (NOx) 1800 mg/ind 4.00] 42,00 42.00( 4.48| 1.8 3.07] -2.01] 203 2.02| 4.03] s.06] 4.5

b I

1 B S {

:1' $éltur Cloksida (302) 1500 mg/m3 74.00] 4400 s50.00] 49! &N 485 213} 154 1.85] 118 45| 130
4:lpuum Padst (Debu) 130 mgim3 40| 29200 30| woo] 10.20 9.53] 9.8] 0.80 0.49| 16.00] 19.47] 12.8




PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tok
DINAS PENEL PROSES & LINGKUNGAN

HASIL EEMANTAUAN
KUALITAS UDARA AMBIENT LINGKUNGAN PABRIK TUBAN
o TAHUN 1997
S ERKEe 3 KESELAMATAN KERJA, PROEINSI .{AWM MUR S A LT
. BAKU MUTU ] TANGGAL dan LOKASI
Nu. PARAMETER SATUAN || UDARA AMBIENT PEMANTAUAN
SK.GUR, 5 11 17 30
Na.129 7 1996 Maret Juni Sept Des
F:&,K'I,QR_KL[\!M‘Z? Depan Madrasah Dess Temandung
1 | Oksida Nitrogen (NOzx) ppm 0,u5 0,0207
2§ Sulfur Dioksida (SO2) ppm 0,1 0,0200
3 || Kurboa Monoksida (CO) ppm 20 1.2504
4 [ Dedu mgr/m3 0,26 0,0641
}',LXI{QMIA}%? “*"”};’é‘ Dusun Tlopowuni, Desa Temandang
1 || Oksidas Nitrogen (NO1) ppm 0,08 0,0223
2 || Sulfur Dioksida (SO2) ppm 0,1 0,0180
3 | Karbon Monoksidu (CO) Ppm 20 0,1562
4 || Debu mgrim3 - 0,26 0,1846
ls”'ffo,"fz”jgmm" L Belakang Kelurahan Temandang
' 1 | Oksida Nitrogen (NOx) ppm | 0,05 0,0207 | 0,0288 | 0,0170 | 0,0220
2 [ sulfur Dioksids (SO2) ppm 0,1 00200 | o,0065 | 00060 | 0001y
3 [ Karbon Monoksida (CO) ppm 20 1.250:4 0,0045 0,0320 0,9430
w Dcbu mgrim3 0,26 : 0,0641 0,2873 0,169 0,1850
! ORRINGA a7 Desa Sumberredjo
1 [ owsids Nurogen (NOx) ppm 0,05 0,0268 | 0,0190 | 0,0170
© T {4 Sulfur Dioksida (502) ppm 0,1 0,0113 0,0160 0,0110
3. | Karboo Monokslds (CO) ppm 20 0,0087 | 0,0670 | 1.3560
4: Debu mgr/im3 0,26 -0,2381 0,2440 0,1630
1 AFATOR KM : . Depan Balai Desa Tlogowaru
I || Oksida Nitrogen (NOx) ppm 0,08 0,0412 0,0190 0,0230
2 || Sulfur Dioksida (SO2) ppm 0,1 0,u158 0,0330 0,0013
Y || Ksrbon Monoksids (CO) ppm 20 00234 | 0,1050 | (L8710
« || Debu mgr/iml [ - 0,26 0,2746 0,2700 0,1431
. ]
= |14

P



.,

PT SEMEN GRESIK [PERSERQ) Tbk

HASIL PENGUKURAN KUALITAS EMISI CEROBONG
olch BALAI HIPERKES & KESELAMATAN KERJA PROPINSI JATIM
TAHUN 1998

STACK ROLLER MILL, ( PABRIK TURAN 1) )
p—
BARY MU U UMM 11+ 12 Polu. AV 2%« 2 Mt 1990 23423 Sopt. beuil 1 + 8 Dovontet 199N
Na. PARAMETER SK.QUUXDH.TK.) Penguburan Peaguburan Penyututan Penguiiuran
No, 1231896 ] 1] Ratu-2 1 " Rata-? ] 1] Rala-2 1 n Rata-2
I V [larbun Monubawa [ CO ) . . . . . wone | $300 | s1se . . B . . .
* “ I“.'s’-id.a Hitrugen (HO3) 17300 mgiMan3 i . . 2112 19.20 20.1¢ . . . . . .
. |+
3. 1%ultur Oksids  {SO2) 1500 Mmgiim3 . . . 3.67 320 A . M . M . .
e .
LIS T
| i (Partikel Pudat (Debu) 150 mgiNm3 . . . 76.00 | 8100 | 79.50 . . . . . .
S Pt et «Mw’.v "nnr&«w-wuw\cz( pp e tas .«. sy, m'rvmvmf-wwy
T STRCK GORL Muﬁ’( PABRICTUBANT, R
.. ; BAKU MUTVU EMISI 11 - 12 Pabr.19%0 26 - 77 Mel 1938 21 - 22 Sept. 1996 . 7 +8 Desembar 1998
v :: PARAMETER $X.GUB.XDK.TXJ Pengukuran Pengukuran Pengukusan Pengukuran
"
. No. 121996 ' | Rataz| ) u | Rata-2 ! u Rata-2 ' i Rata-2
1
i
i
\ 1' arban Moﬂdk‘ldi (Co) - - . . £3.00 11.00 750 . . - . . .
: }g‘ 's.-‘.j-af Nitroyen {NOx) 1800 my/Nm3} . . . 1.8 83.30 | ¢na0 . . . * . .
) i
,- l’ u -’ut OLsida ($02) 1500 mg/Nmd . . . 8. 7.30 1.50 . . . . . D
i)l arikel Padd (Oebu) 150 mg/Nm) . . e | wao | 1920 | w300 | - . . . . .
e

1Y ,,- an e 1.

G B A : ) S A BRTICATTIR AR RV A AT ,‘.(.“%‘ I fir
A P STACKIC GO L ER KN CP A RIK TUBANT 5800 R
T BAKU MUTU EMISI 1%+ 12 Pebr199Y 26 - 27 Mel 1998 2172 Sept. 1988 7 - 3 Dasamber 1998
Wl PARAMETER SK.QUB.KDH,TKJ Pengukuran Pengukuran Penguiursn Pengukunin

o Ho. 129/1996 1 w | Raa-2{ 6 | Rata2 ' u Rata-2 ' ! Rats.2
Loy

[ S

i3-y%.abyn Monoksida { CO ) . . . . 35.00 | 2800 | 3130 . . . . . .
13 johmlis Mitrogen (NOx) 1800 m@/Nm3 . . 4 .40 30 7.35% . . . . . .
S

bk sl Oksids (302) 1500 mg/Nm3 . . . 243 | 218 | 230 . . . . . .
;4_r.“m_,.: Petd [Debu) 180 mgemd 3 « | 1200} 100 | 1100 | - . . . . .
e M

#¥n

*
"Coaun. . *u Pada wekly Gemantauan / pangukuran ; kondis patiitk Udak 0oerss:



PT SEMEN GRESIK (PKRSEROD Tbk

NCRUNGAN

HASIL PENGUKURAN KUALITAS EMISI CEROBONG
oleh BALAI HIPERKES & KESELAMATAN KERJA PROPINSI JATIM
TAHUN

1998

e srvrss #

BRIKTHGANIY;

BAKUY MPYU EMLSI 11« 12 Pebr, 1998 26 - 27 Mel 1998 2122 Sept 1998 7 - 8 Desamber 1958
Yo, PARANMETER SK.0L0.KDH.YK.] Pengukuran Pengukuran Pengukuran Pengukuran
No, 129/1986 1 ] Rata-2 1 n Rata-2 | | Rata-2 | 1] Rata-2
1 |Kaiban Munohsida { CO) o . . . . d hd 2420 2160 me 262.0 P11 17450
+ |Oksida Nitrogen (NOT) 4BCU mQ/NMJ . . M . ¢ ° 1937 2.3 2148 45.%4 | 0.4 N
§ b ) (Sultue Oksida (SO2) 1500 mg/Nm3 . . . ‘ . . 1.2 1.40 130 0.56 Q.5 3.30
]
H .
‘i t iv...um Padat (Debu) 150 my!Hm3 . - . . . . pean | 261 | res1 | saso | a2e9| 10330
GOAL MILLYCPABRIK:TUBAN I,
- i
BAXKU MUTU EMISS 11+ 12 Pebr9ss 26 - 77 Mel 1990 21-22 Sept. 1998 7 - B Desembrer 1998
foas PARAMETER SK.GUBXDH.TK. Peagukuran Pengukuran Penguiuran Peagukuran
, No, 1797196 ] Il ] Rata-2 ! 1} Rata-2 | u Rata-2 ! n Rata-2
3 | Katbon Monoksida { [~{< N . . . M . . . 156.0 120 “wo 230 | 2510 nro
s dukeida Nitiogea (NO3) 1800 RugfNm3 . - . .- . . 13.03 | 2140 | v7sy | 1262 | 2149 | 22.0%
. ‘.Squ Ckiida (S02) 1500 mo/Nm3 . . . . . . gsa § fe0 .05 d ] nd
4 !‘f'a-!ihl Padat {Debu) 150 mg/MHind hd . . . . o 838.0 959.0 898.50 352.6 | 409.0 380,74

2y ,A""Wgﬂ’

SR

AL

GOCERKILN’

.n«;, oriares

STACK.S

osoppoonn s e

4,54%:

b

YA e e )
e o S -

SR A
m-w-nvm('f« M‘{éf‘&# 5? %
1 q et *
: BAKU MUTU EMISI 11+ 12 Pobr, 1998 26 - 27 Mal 1988 21 - 22 Sept. 1998 7 - B Detamber 1998
'.‘.l! PARAMETER SK.GUB.KDH.TKS Pengukuran quu(unn Penguburan Pengukuran
': No. 128/199¢ ] " Rata-2 } " Rata-2 1 1] Rata~2 } n Rata-2
xJ
N lfu'?on Monoksida{ CO ) - M . . . . . 100 [2t00 20.00 3.00 6.00 4.5
.I
I.- . -u-m Nivogen (NO3) 1800 mg/Nmd o LI & . . . 047 0.34 (4] 2.06 0.22 .
S
4. I L
AL e Oksida (502) 1500 mg/Hm3 . M . . . . wd wd td ttd ttd ud
J. :
ol Padat {Debu) 150 mg/Hmd . . hd - b . 13038 [1433 190.42 4.8 8321 .73

‘e Paus weity pemaniauan f pengukuren  kondis Dalwii tuiak ngerus

Rk




PT SEMEN GRESIK (PERSERQ) Tbk

DINAS PENEILIPROSES & LINGRUNGAN

HASIL PENGUKURAN KUALITAS EMISI CEROBONG

TAHUN

L(PABRIKTUBANI): =

oleh BALAI HIPERKES & KESELAMATAN KERJA PROPINSI JATIM
1999

o

=

R PR

BAKU MUTU EMISI 15-16 Maret 1999 6-7 Jull 19239 20 Sapt, 1599 Decambaer 1399
He. PARAMETER SK.GUD.XDH.TK.I Pengukuran Pengukuran Pengukuran Pangukuran
Ho. 129/1396 | I Rata-2 I u Rata.2 " Rata-2 1} Rata-2
1 |Cksigen Nitrogen ( NOx ) 1HOO mfind L ! » 30,13 | 33,30 | A2.01 L 5
7 [Karbon Monokuida (CO ) . * * . . . . ¥ ¥
3 |Sultur Diokslda (502) 16500 my/Nmd N * 3 0.208 0.42 0.36 > *
t yFaitikel Padat (Debu) 160 mg/im3d * : * 2,76 2.38 267 . *

LI (PAERIKITD

KTUBANT)

BAXU MUTU EMISI 15-18 Maretl 1539 6-7 Jull 1999 20 Sepl 15399 Desembar 1959
SK.GUB.KDH.TICI Pengukuran Peangukuran Pengukuran Pengukuran
Hu, 1221996 | [} Rata-2 | " Rata-2 I Rata-2 1} Rata-2
1820 mg'ind . * . 1.48 037 0.92 * i
1600 my/Hind = * > 0.14 0.2u on . *
160 mg/ihmd 1 ™ o 20.6 8.n 14.61 » =

STACK/COOLER KILN'( PABRICTUBAN) 7.

BAKU MUTU EMISI 15-16 Mauret 1999 6-7 Jull 1999 20 Sept. 1393 Desemtivr 1999
PARAMETER SK.OUB.KDH.TK.I Pengukuran Pengukuran Pengukuran Panyukuran
Ho, 123/1996 | 1} Rata-2 | 1] Kata-2 1] Rats-2 " Rata-2
1000 mg/md . * . 0.32 0.38 0.38 ) *
1600 mgp/Him3 - ” * 0.2 0.28 0.24 . £
160 my/Hmd b ¥ o RSN 44.6 41.2) * %

“ = Pade waklu pemantausn/ pengukuran : kondlsl pabrik tidak oparast




PT SEMEN GRESIK (PERSERQ) T

HASIL PENGUIKURAN KUALITAS EMISI CEROBONG
oleh BALAI HI?ERKES & KESELAMATAN KERJA PROPINSI JATIM
TAHUN 1939

Y STACK.ROLIER MILL - PABRUCTUBAN U )

5 S STAGK COATIMCL (PABRIK TUBAR K )

P

BAXU MUTU EMISI 16-16 Maret 1999 6-7 jull 1999 20 Sept, 1999 Oesember 1399
No. PARAMETER SK.GUB.XDH.TK.! - Pengukuran Pengukuran Penguluran Pengukuran
No, 129/18%% I U | Rata-2 ' 1] Rata-2 I ] Rata-2 t n Rals:2
1 |Obsigen Nittogen  { NOx ) 1800 1sg/imI 20.40 ] 17,42]| 21.8% 0.19 0.13 0,16 ML3| 26.8 2.6
H
2 [Kabon Munoksids (CO) . 74,28 | 86.26| U026 - . . . . -
3 |Sulfur Dioksida (SO2) 15C0 mg/Nind ttd ud ud 0.14| 0.28 0.21 139 | t.24 132
"1 Partivel Padat {Oebw) 150 my/Nind 194.63] 16.19| 10.88 .70 J.48 3.06 | 54.94]| M.34| 4464
.. .

r
!
; BAKU MUTU EMISI 15-16 Maret 1999 6.7 jull 1949 20 Sept, 1999 Dasembes 1999
i K. PARAMETER SX.GUB.XDH.TK.I Pnndulutau Pengukuran Pangukuran Pengukuran
i ! No. 129/1996 ] W | Rataez| B | Rata2]| 1 % ! Raaz| n | Rawa.2
.3 pllsigen Nitogen  ( NOx ) 1800 mg/m3 617 | 7.84 | 10.568 8.18 | 12,14 |} 10.9¢ . M *
3 hiutben Monoksids { €O ) . 46 |ers| s1re | - . . . . .
EREW Oloksida (303) 1600 mg/Nm3 s | ud "d 0.43 | 0.29 | 0.3 . . .
¢ 4:9kel Padat  (Oabu) 150 mg/Nimd 19683} 262.3] 224.69] 119 | 3.1 | 1048 | - s .
AT : B3 W K e . 3\‘, Coe varesiope --~..,;,. e .,,.f..,,:, ,,,,.. o rengaie .:,, ‘/ v P .‘,':..{,:” £ ?ﬁ,'“-%'”.‘_‘j‘f" ?q;g 1% ""’?,':’.
e S TAGKIG OO ER KN USRI T AR Y A i R
BAKU MUTU EMISI 16-16 Maret 1999 5-7 Jull 1999 20 Sept. 1999 Oesernbier 1993
PARAMETER SK.GUB.KDH.TK.I Pengukuran Pengukutan Pengukuran Pengukuran
No. 129/1996 1 #t | Rata:2 1 N | Ras2] 1t n | Rata2] ) # | Rata-2
5t sywn Nitrogen  { NOX ) 1800 mg/md 267 | 78| 223 | 1086 | 9.88 | 1022 | 478 | 3.60 | 419
# 230 Monoksida [CO ) . 7436 | 69 | 11.88 . . . . . .
445 Dlovsids  ($02) 1600 mg/Nm3 638 | 7.2 | e.68 02 | 028 ]| 024 | 0.7 | o8 | 0.8
"phel Paslat  (Debu) 160 o/t 10.90 | 4.00 1.9 4.00 2.4 3.2¢ 61,09 117,80 ) 166D

*s Pads wekiy semsntsusn / pesgukuran ; kondlsl pabils tidek operas)



PT SEMEN GRESIX (PEHSEROI Tbk

'g.s;/ s

HASIL PENGUKURAN KUALITAS EMISI CEROBONG
olch BALAI HIPERKES & KESELAMATAN KERJA PROPINSI JATIM
TAHUN 1999

s\v

: » o n

.o' o ores lotuu e

S PrAL

o B

>

o

SALRIE

>
SRt A A 7

SAN I} %

“‘5 g
4030 n&é.{

$W§ht 199eses

Poea g
- e
!

’ Cfuun :

BAKU MUTU EMISI 16-16 Maret 19399 €7 Jull 1999 20 Sept 1999 Oasembar 1999
No, PARAMETER SK.GUDB.XOH.TX.t Pengukuran Pengukuren Pengukuran Pangukuran
No, 128/19%6 L} u |Raw2| 1 [} Rata-2 I ] Rata-2 | ] Rata-2
™
1 {Okslgen Nitrogen (NOx ) 1800 my/m3 16.30 1 9.56 | 12.9 . . . 44,2 | 6.0 | 48,98
? [Kaiban Munoksida (€O ) . 86,46 | 98.9 | 97.11 * ¢ ’ . . . .
3 ISutur Dioksida {SO2) 1500 sym3 0.49 | 059 | 0.5 . . . 1.69 | 1.26 | 1.42
q ¢ Partikel Padat {Debu) 150 mg/Nm3 ATIT | 755 | S.68 . M . 66.4 | 29.76 | 29.7¢
[
- egIlYL LR e i VoM BN Lm0 Kep b . e 4900 0N RN LS N 028 Nt
‘ R R R, ZSTACK'COAL NILL { PABRIK TUBAN WI): A
BAXU MUTU EMISE 18-16 Maret 1999 6-7 Jull 1999 20 Sept, 1999 Desoember 1999
Ko, PARAMETER SK.GUB.XKOH.TX.| Pengukurivn Pengukuton Nengukuran Pengukuran
Ho. 12911996 t Il | Rala-x 1 [} Rota-2 1 il Rata-2 I [ Rala-2
-1 |Qksigen Kirogen ( NOx ) 1800 mg/m3 16.60 | 9.69 | 13.15 M ° . 334 V6| NS
2 |Karbon Monoksida {CO ) N 112.7 | 108.1| 1104 . * H . . .
+ pSultur Diokslds (SO2) 1500 mg/Nm 0.44 | 039 | 0.42 . . . 1,33 119 | 124
__'. i Pogukel Padat (Debu) 150 mg/Nm3 7.62 | 8.89 | v.2¢ ¢ . . 618 67,7 | 69.6¢9
Cerde . g v K o) o 2 R A R N s atfs, AL vt;f/:/,//)'// 1////// /.{yf.;/'xy :ﬂ(:ll)ﬂz‘:
R SR S STACKICO OLE&KILN (PABRIK TUBANIN VG il s
l l { BAKU MUTU EMLSI 16-16 Majet 1999 &-7 |ull 1999 20 Sept. 1939 Desember 15938
fhe ! PARAIMETER SK.OUU.KDH.TK. Pengukurnn Pengukursn Pengukuran Pengukuran
: . 3 Ko, 128/1936 1 i ] Rata<2 ' L} Rats-2 ) il Rats-2 1 i Rata-2
] .
P
] l
. i v ivslgan Nivogen (NOx ) 1800 mg/mnd 214 | 249} 2232 . . * 0.68 | 0.50 0.84
ad
‘i 3 '{Xarbon Monokslds (€O ) . 3.46 | 676} 6.76 . . . . . .
t
l 3 ,'mum Olokilda {502)" 1500 mi,/Nm3 ud | una ity . . . 0.09 | 0.08 | 0.085
iR .
l ."~ft skl Padat (Debv) 160 tny/NImI 1.99 4.99 3.49 M - - 386 €22 49,38
RS

*w Padas waktu pemsantauan { pengukuran : hondisl psbilk tidak operasi



T SEMEN GRESIK (PERSERO)

DINAS PENEL PROSES & LINGKUNGAN

PEMANTAUAN UDARA EMISI
PABRIK TUBAN |

TAHUN 1997
------ olehnterniPTSGrE .
ZROLEERIMILEE @?%%?QOQLER%&%:’ w3 COALEMILL 2z
BULAN TANGGAL RATA-RATA RATA-RATA RATA-RATA
‘ KONSENTRASI KONSENTRASI KONSENTRASI
{ mper/Nml ) ( mer/Nmd) { mpr/Nm3)
JANUARI . . . .
PEBRUARI 34 89,65 21,47 -
MARET . . . .
‘APRIL 21-22 47,91 30,29 27,86
MEI 23 48,15 28,46 20,69
JUNi . . . .
JuLl 15-16 95,79 ) 27,61 13,71
AGUSTUS 26-27 20,47 1043,00 32,82
SEPTEMBER . . .
: OKTOBER 21-22 13,73 10,53 58,11
| NOPEMBER 26-27 23,93 181,18 61,21
| DESEMBER . . . .
RERATA 48,51 191,83 35,73

KETERANGAN ;

Dipantau pleh Balai Hiperkes 8. Keselamatan Kerja

Propinsi Jawa Timur



PT SEMEN GRESIK (PERSERO)
IINAS PENFI.PROSES & LINGRUNGAN

PEMANTAUAN UDARA EMISI
PABRIK TUBAN

TAHUN 1998 .

i

TTTTTUBAN T & ] 7 TUBAN Msamt: | e TUBAN Il
BULAN TANGGAL { Rolier | Qlinker | Coul Roller | Clinker | Conl Roller | Qlinker | Coud
Mil Coaler Milt Ml Cooler MID M Coaler M
15 onsentenal paartikel padut 7 deba - mege/Noul
! JARUARL 15 . 16 - . . 32.69 | 1540.12 . - .
| .
!r'EBRUARl 11-12 ¢ ¢ * * * ¢ * * ‘
|
'
;‘_‘\-i'\RET 23.25 . 1003.57 | 88.59 135,23 | 129.96 | 168.34 . .
i
2L PRIL 22.24 11,47 916.03 . 3.2 13.45 122.45 - - .
e :’.J 26 - 27 ) . . . . . . . . .
viaNI 24-26 . - - 9.11 12.04 6§02.13 - . .
U 4.6 14533 | 1256 | 81.39 . . C . . - -
1 <LSTUS 24-26 . - - 1.70 12,00 . 16.10 12.70 .
A
S LOPTEMBER 21.22 . . . . . . . . .
SATOBER 26 -28 - - - 36.24 85.66 31.97 - -
i EMBER 25-26 64.34 18.74 213.95 - . . . . .
\
s g: MBER 7.8 . . . o . . . : . .
& RERATA 70.38 | 478.73 | 127.98 | 37.53 | 298.87 | 206.22 | 16.10 | 12.70 .
g
.l T'.-‘:R.\.\'(.'A.\' : . Puds wakty pengukurun / pemantauan : kondlsl pabrik tidsk operust / down
. Dipantuy oleh Butul lperkes & Keaclumatun Kerjs Depaaker Proplnad
Juwu Tlnur )




PT SEMEN GRESIK (PERSERO)
IUNAS PENELPROSES & LINGRUNGAN

. HASIL PENGUKURAN KUALITAS EMISI CEROBONG
PABRIK TUBAN

TAHUN 13999

TUBAN | TUBAN Il TUBAN Il
BULAN TANGGAL it Raller Cuosl | tlinker || Notter Cosl | Clinker §  Holler Caat | Clinker
il st | Coater | som Mt | Center § M O R
Konsenteasi partikel padat / debu = mpr/Nmd

JANUAR! 27-28 39.51 23.5.89 27.03 * . * Lt ¢ *
PEéRUARl 24 -25 . * ¢ 17.61 | §9.79 52.9 15.16 | 20.42 | 129.73
MARET & @ @ @ @ @ @ @ e as
APRIL s6Mel || 11.57 | 62.57 | 1403 ) ° . < L1o7.33] 6257 | 8.96
ME! . . . . . - . . .
JUNI @ @ @ @ @ @ @ @ e e
JULL 25-26 18.7 - 10.48 8.61 51.13 22.8 ¢ ¢ *
AGUSTUS 25 -26 24.26 < 20.07 20.3 40.48 | 30.98 * * *
:SEP TEMBER @ @ @ e @ @ @ e e @
QKTOEER 28 11.63 9.65 73.9 6.83 40.7 6.2 * * .
HOPEMBER
DESZMIER e e |l e|ele|laea|lec|ae|e|e
RERATA
KETERANGAN

= Pada waktu pengukuran / pemantausn : kondisl pabrilc tiduk operast/ down
= Dipantau vleh Bulul HHperkes & Kesclamatan Kerja Depnaker Propinsd
Juws Tlnwur

*
- G
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LANJUTAN TABEL 5.2,
MATRIKS RENCANA PENCGELOLAAN LINGKUNGAN SIKKALA REGIONAL

ROMPONEN SUMDER | DAMPAK BOUGT [ TOLOK OFPAVA PENGRLOTAAN -
CAUAPAN | LINGKUNGAN | DAMPAK YANG DAMIPAK| UKUR CARA KUALITAS WAK(U LORAST |~ PELAKSANA
YANG DIKELOLA OITIMBULKAN MENGELOLA SETELAN PELAKSANAAN
MENGELOLA
Flora dan Fauna Proscs P'ro Gangguan pads xla) Kcboradaan  [Alat ponangkap  {Kcberadnan jenis  [Tubsn 13 Jan9s JLokasi Pabrik {Scksi Kosclumatan
duksi vegetasi doa satwa h«:ﬁs vogelasi [dobu harus beefu  {floca danfeuns  [Tuban If ; Mulsi dasi " |Kerja & Kebeniban
satwa ngsl sesuai dengan |menjadi baik Jun9? Tuban I'T., Scomen
kinorja teknis Tuban i : Mulai dari J(.Ircsik
Jun9g
{Mombuat buffer
zons
rasi Kependudukan Teuage kerja  [Pertambahan pendu <33 igka pertam (Disteibusi ponds  JAngka pertambali {Selema kegiatun pab- |[Kecametan  [PPemds TX. (I
rof“ pendatang den  [duk dan tingkat ko fien pendu  [duk pada pormu  [on ponduduk dan  [rik scnicn boroperasi {Kerek din [Tuban
{bangkitan pen  |padatan yang tinggi duk danting Tkiman sckitar psb Jringkat kepadatan Mcrakusak
duduk kat kopadatan {rik dengan kopa  Jyang sosusi deng
datan yang rendeh Jan standard
Struktur Mata Pencahia [Mobilisasi Tena [Perubishen strukiur 33 [Tumbuhnya JMombina mengens {Scktor-scktor Sclana kegiatan paly- (Kecamatan  [Pemda TX. It
fian ge kerja inata pencaharian sckiar baru  [bangkan sckior-  fekonomi lokel rik semen boroperasi [Korek dun  [Tuban
dati pertenian men torutama sck {sekior ckonomi  |berkombang dan Merakurak
industei, pesdugang tof informal  jyang tumbuh mampu poticipta
unt dan jusa Moningkatkan ko  [kan peluang kerja
mampuan don keah
fian iasyarakat
dotan bidang mana
jemen usaha
Kescmpaton kerga Mobilisnsi Tena {Koscmgatan kerja s Jumlsh teuaga [Memnperbosar po l'wpoui tovage  [Fuban [ : JanY3 Kecamutan  {lI'eonda Tk, I
ga kerjs di pubrik semen keeja yang mo |luang bagi pondu  [kerja setempat tee [Tuban 182 Mulni dari [Korek dan  [Tubun bekerja
lercipta 1000 orang ngisi kesem  fduk setempat menglhadap pendatang Jun9?  [Mekurak  jsams P'T. Semen
patan kerja st kesempatan ker Jincningkat FTuban 110 ; Mulai ded Oresik
yang tecben  {ja dengan mernprio Jun9d
tuk ritas pencrimaan
tonoga kerju scton
1pat




LANJUTAN TABEL 5.2,
MATIUKS RENCANA PENGCELOLAAN LINGKUNGAN SKKALA REGIONAL

KOMDPONEN SUMBDER DAMPAK BOBOT | TOLOK UPAYA PENGELOUAAN
TAIAPAN | LINGKUNGAN DAMPAK YANG DAMPAK | UKUR CARA KUALITAS WAKTIU LORASY | PELAKSANA
YANG DIKELOLA DITIMRULKAN MENGELOLA | SETELAlL PELAKSANAAN -
MENGELOLA
Kecemburuon Sosial  |Pencrimasn Kecemburuan gosial a3 Poracpsi ma |- Memberd peluang |- Diangkataya te  [Sclama kegistan pab- Kecamatan  1Dcpactcimen SDM
‘lenaga kerje  |mesyarkat sctempat ayarskat masa | techadap tenaga | naga kerja setem Jrik senien becoperasi [Kerek dun BT, Senen Chesik
tethsdep pekerja ah kekecawa | kerja sckitar wila | pat untuk pege Mecrakurak  {bekerja sama
peidatang an tnasysrakat| yah pabrik somion | wal totap Pemda k. 1l
torhadap peno |- Moucari tonaga |- Harkurangnya "Tuban
tlmean pega | kerja yang poten | persepsi nogatil
wai tetap siel dari masyara | masyarakat thp
kat sctempat, agad sistons eekruitmen
dapat dilatih pogawai pabrik
- Memberi penjo | semen fuban
lasan kepada ma
syarakal mengo-
nai sistem rekeuit
ment pegawai
Keschatan Masysrukeat {Pengoperasian [imisi debu dibawah an ‘Emisi debu  [-Operasi pabrik  [Jundah penderita  [Selama kegintan pult- Doza sckitar  {Kocumetan Kerek
alat penangkap |NAD schingga dum dibuwal NAD |yang stabit dengan ISPA mcnurun tik semen beroperasi ipuluik somon fdan Metakurnk Le
debu EP pak dobu terthadap menjoga suhu dan ketja vamma P,
keschaten masyara tckansn sesuni Scumen Qresik
kat Lecil tandard
-Pemeliharean LI
-Pongurangan
’jumluh ponghenti-
an opcrasi tang fi-
dak diinginken
Idirencanakan
| _ ISR P - " R A an icatiata e
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TABEL 5.1,
IKHTISAR RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN SKALA PABRIK

produksi

ISPA

Lalo

Pemakaion masker
Lvaluasi terhadap
cataton penyskit
1SPA

&
L

o
- em——
-

——
§
3

[ PHPE T WY 1

PP TR P IR Lry

ol ohidit &l

Bl RS LW ITLS L G E"T SN T bort m-;" Qe 3 SITSEIR  STULEL Y P TFET AL & FERIE T2RTI N Y 102 3, gRemtenat C o o .
KONTRONEN "1 SURTITEIT | L2 mmﬂe‘n IQL()k === s TETO DA™ PTG E " [ PEIARSANN [ T INSTANST
LINGKUNGAN DAMPAK l)AMl‘M\ URURR | PEMANTAUAN | PEMANTAUAN | PEMANTAUAN | PEX IANTAUAN PENGGUNA
YANG DIPANTAU .
Tula Runng Tenoge Ker Eatetika iil:gilli' l'emiluihiﬁ Lokasi Pabrik  |[Pengamuaton visual- -1t x X tutan Scksi Kesclamatan i1, Scmea Cesik
jn konstruksi Rngan teratus daa tachadap porumaliany Kerja & Kebersilian
besalh pokerjn kontruksi Tubun
Kunlitas Udwa (Uju Coba Peo [Pacikulagdebu  [SE Menlrana Lingkungan Keeja |Sampling doneana {1 x 3 bulan {Dinas tipcikes T, Semen Oresik
duksi kop No 02 lisis labaratorivm 10T, Seven Gresik
tahun 1978
"Tata Ruang Penyhmpanan [Peraturun Iguaan Gudang penyimpan  |Pengamatan visual  [1% 6 bulan Diuas Hlipedkes 11, Scmen Gresit
Batubaca bangunan taik mesusut an batubara Lvaluasi techadap I'T. Semen Gresik
peratusen kejadian kebakaran
Kualitas Udaro 'roses Pacticulat deby 15K Qubomue Lingkungan Kega {Sampling dunenali 11 x3 budan Dians { liperkes 1. Seamen CGeaik
Produksi di ambicn Jawa Tiumue sis luboratorium . Semen Gresik
No. 18871988
Kuntitas udara Pengoperasi  {l'artikulut debu SK Qubomwr Cerobong EI® Sampling donanali |1 x3 bulan Dinas Pevelitian "7, Seoen Geesib
an alat penang {di emist Jawa Timur sis laboratotium Proses dan {Lingku
kap debu No. 188/1988 ngan I'T. Scuen
Gresik
Kebisingan Aktivitas P'o- {Tingkat SE Mentrens Lingkungan Pabsik  Pengakurun dengon 1 x 2 bulan Dinas Hiperkos 1, Seaven Giesik
wet [Mant kehisingan kop No 02 alat sound level 1, Semen Gresik
tahun 1978 moler
Keschatan Kerja Limbal debu [Jumtal pendo  [Tidak torda Lingkungan Peliik - [Pemeriksan kese | 1 x 6 bulan dinos Hlipeikes 1T, Scanen Cieaik
skibat proses Jrita 1SPA pat penderitn latan sccata ber 1. Seaen Cresik

i cabe ¢ wesnliva abid 0 B4 J-l.'J




 RONTONEN]

] ilu

- TADELSD,

IKIU I'SSAR RENCANA I‘I'.MAN‘ TAUAR LINGRUNGAN SKALA lll’.GlONA L

Nt “PANKEAN j ~XORTIER~TFATXRETEI TGI?BE o TORRE METGHA PRITGEE T PETARANAT | ™ INATANAT )
LINGKUNGAN DAMPAK DAMPAK URUR . I’LMAN'I AUAN | PEMANTAUAN | PEMANTAUAN | PEMANTAUAN PENGGUNA
YANC MPANTAU 7 . RREN
1 §ionstouksi Kualfitas Udara |Uju Coba Pro Jl‘uikulal dcbu  |SE Mentrans Lingkungan Korja [Sampling danana |1 x3 bulan )inas Peactitian Hl"l‘. Scimen Giesik
’ duksi kopNo 02 . Pisis Inboratorium Prasea dan Lingku
tahun 1978 ngan PT. Scaien
o Cleesik
: : 1
] Sosial Ekonomi |Mobilisesi  {Kesemnpatan Nisbah juiniah  [Desa<desa sekitar f!‘cnsamauu secare §1 x 3 Lulan 1Depsattemien SUM -[Dinas Tenaga ketja
1 . Tenags kega [korja scbanyak  [peaduduk so pabrik semen visual PT. Scasen Gresik  {Kabupaten Tubian
; : 2000 orang untut{tempat teche- Evaluasi teshadap
s konstruksi dnp pcndatang meckanisme penge
‘ 1 ralian teanoga kerjo
i | |lmnslmksi
‘ . " !
i1, !( Jpezasi ‘Tnta Guna Lalan Tensga kerja |Peruntuken lahaAngka kepa Kecambtan Kerek  [PPengamatan secara |1 x | talun Kecamatan kerck illnp“cdtl kabupaten
! ! pendatang & {lidak scausido [datan pendu  ldon Merakurak visual dan Merakueak 18, 1 Tuban
I !bangl:iun peningen tats guna  |duk Evaluasi terhadap
i duduk lahan catatan kependukan
i dosa & kecamatan
Permukiman [Tenaga kerja Tumbulinya per Kondisl ckeis  [Desa Sumbetarum, [Pengamatan secara |1 x | talun lantor desa Hl'cmdu Tk, Il Tubon
pendatang & [mukiman padat Qting pemukimaa [Margomulyo, Kasi |visual
Lungkitan pen fkumub kumuh & padat [man, Karanglo, To |Evaluasi terhadap
duduk . rmmulung & Telogo catatan kependukan
wary dosa & keeamatun
Kuafitas Udare IPruscs Debu SK Qubenur  |Desa Sumnbcerarum, [Sumpling dan anali |1 x 3 bulan Dinas Peaclitian Jl'l'. Semen Gresik
P'rodukai Jawa Timue Margoinulyo, Kesi |sis labocatorivin *roses dan Lingku
No, 188/1988  [man, Karanglo, To ngan PT. Sanen
mandang & Teclogo Gresik
waru
Angkutan Oas buong kenda|Emsi gas buang |Jalan raya Lvaluasi lethadnp  [Scpanjang tahun  |I'T. Scimen Gresik (0T, Semen Ciresik
Semen tasn sumber bergo efcktifitns canibu & cketjasama dengan]DLLAS Kab, Tuban
rak marka julan DLLAJ Kab, Tuban
Uji petik teshadap
kendarann tiuk
SO =3 oL LT A TR, & — .. unawe.-’
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LANJUTAN TAVEL &2

(CILTISAR RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN SKALA REGIONAL,

NETEAIKPIN PXRAMES ' TBRAS! 14131179 3 413111 4 m:mrl = HEtANST™
LINGRUNGAN BAMPAK | . DAMPAK |, UKUR PEMANTAUAN | PEMANTAUAN | PEMANTAUAN | PEMANTAUAN PENCUUNA
YANG DIPANTAU
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